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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987,
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide
Arabic Transliteration), INIS Fellow1992.

B. Konsonan

i =tidak dilambangkan o= =dI

- =b L =th
& =t L =dh
& =1s ¢  =’(koma menghadap ke atas)

viii



z =h «@ =f
¢ =kh S =q
3 =d q =k
3 =dz Jd =l
o =r & =m
Y o O™ =
o =S 5] =W
s =Sy 3 =H
o= =sh Tl By

Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

(*), berbalik dengan koma (*) untuk mengganti lambang *¢ .

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vocal (a) panjang = & misalnya J& menjadi gala

Vocal (i) panjang = 1 misalnya Ja menjadi gila



Vocal (u) panjang = i misalnya &2 menjadi diina

(1344
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di

akhirnya.begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = s misalnya J 5 menjadi gawlun

Diftong (ay) =« misalnya s menjadi khayrun

D. Ta’ Marbuthah (3)

Ta’ Marbuthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat,
tetapi ta’ marbuthah (3) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan
dengan menggunakan “h” misalnya 4wl 4 ) menjadi al-risalay al-
mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari
susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di
sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 4., & menjadi fi

rahmatillah.

E.Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, contoh:
1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan..



3. Masyda’ Allah kdna wa ma lam yasya’ lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.
F.Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakannama
Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan. tidak

perlu ditulus dengan menggunakan sistem ransliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan

penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-

Rahman Wahid”, Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Nano Romadlon Auliya Akbar, NIM 16210133, 2016. Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras
Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari
Magashid Al-Syari‘ah Ibn ‘Asyir. Skripsi. Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc.,
M.HI.

Kata Kunci: Putusan, Ibn ‘Asydr, Poligami, Magashid Al-Syari ‘ah.

Pengabulan permohonan izin poligami tanpa disertai pemenuhan syarat
alternatif olen Pemohon, sebagaimana yang terlihat dalam putusan hakim
Pengadilan Agama Karangasem merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti.
Menariknya amar dalam putusan ini berisikan hukum yang berbeda dengan bunyi
teks Undang-Undang Perkawinan dan beberapa Peraturan yang berlaku. Maka
dari itu, bentuk usaha dalam menjaga kualitas subtantif dari putusan hakim
sebagai yurisprudensi, perlu adanya telaah ulang secara komprehensif terhadapnya
dari aspek magéshid al-syari‘ah dan nilai hukum yang berlaku.

Penelitian ini difokuskan pada putusan hakim Pengadilan Agama
Karangasem, bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam
mengeluarkan putusan perkara permohonan izin poligami, meskipun tanpa
terpenuhinya persyaratan alternatif oleh Pemohon, dan juga untuk mengetahui
eksistensi magashid al-syari ‘ah dan nilai hukum yang berlaku di dalamnya.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memahami
secara komprehensif tentang putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dan
ratio decidendi majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem. Sebagai usaha
untuk mendalami konsep magqashid al-syari‘ah perspektif Ibn ‘Asydr dan
berfilsafat dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dan dasar
hukum yang digunakan untuk sampai pada putusannya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan case
approach. Penelitian dilakukan dengan menelaah data sekunder, berupa putusan
hakim sebagai objek penelitian dan beberapa literatur hukum sebagai penunjang.
Pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan penulisan deskriptif analitis,
yang akan disimpuikan dengan ringkas dan sederhana.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan
dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbanganya berupa Pasal 4 Ayat
(2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo.Pasal 41 huruf (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Pertimbangan hukum dalam putusan ini telah sesuai dengan konsep
maqashid al-syari ‘ah perspektif Ibn ‘Asytr dan mencerminkan nilai fithrah dan
mashlahat, sehingga nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bisa
dipastikan telah terkandung di dalamnya.
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ABSTRACT

Nano Romadlon Auliya Akbar, NIM 16210133, 2016. The Analysis of The Judge
Decree in Karangasem Religious Court No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras on
The Fulfillment of Polygamy Permit Application in The Perspective of
Magashid Al-Syari‘ah Ibn ‘Ash(r. Undergraduated Thesis. Islamic
Family Law Study Program, Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin,
Lc., M. HI.

Keywords: Decree, Ibn ‘Ashdr, Polygamy, Magashid Al-Syari ‘ah.

The fulfilment of the application towards polygamy’s permition yet
neglected the applicant's alternative requirements, as shown in Karangasem
religious court judge decree is an interesting topic to be examined. Amar in this
decree contains different laws in the manner of the Marriage Act and several
applicable laws. Therefore, in maintaining the subtantive quality of the judge
decree as a jurisprudence, it is necessary to have a comprehensive review of the
aspects of the magashid al-syariah and the applicable laws value.

This research focuses on Karangasem religious court judge decree, the
basis system of consideration that used by the judge in granting and deciding the
decree of polygamy’s permits application neglected the fulfilment of alternative
requirements By the applicant, and also to know the existence of magéshid al-
syar ‘ah and the applicable laws value.

The objective of this research is to understand Karangasem religious court
judge decree and the decidents comprehensively. An attempt to deepen the
concept of magashid al-syari‘ah in the perspective of lon ‘Ashdr and the
philosophy in deciding on the application of polygamy permits and legal bases
used to decree.

This research is normative research with a case study approach. The
research is conducted by studying secondary data, a judge's decree as a research
object and some legal literature as the supporting data. Moreover, the data
processing is done systematically with the analytical descriptive writing, which
will be deduced in a concise and simple way.

The results obtained in this study stated that the legal basis which the
judge was used in consideration of article 4 section (2) of the constitutio No. 1 of
1974, Jo, article 41 letter (a) of the government Regulation No. 9 year 1975 Jo,
and article 57 compilation of Islamic law (KHI). The legal considerations in this
decree have been suitable with the concept of magashid al-syari‘ah in the
perspective of Tbn “Ashdr and reflected the values of fithrah and mashlahat,
Thus, the value of justice, legal certainty, and the benefits obviously contained
inside of them.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pengadilan Agama Karangasem mengeluarkan sebuah putusan
hakim dengan nomor register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang di dalamnya
menjelaskan bahwa permohonan poligami diajukan oleh pemohon dengan alasan
adanya calon istri keduanya yang telah hamil, permohonan poligami tersebut
diajukan ke Pengadilan Agama Karangasem pada tanggal 8 Januari 2018 dengan
beberapa dalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan

poligami atau menikah lagi dengan calon isteri keduanya, poligami yang



dilakukan Pemohon adalah sebagai salahsatu bentuk pertanggung jawaban
pemohon yang telah menghamili calon istri keduanya di luar perkawinan yang
sah, dengan usia kandungan pada saat itu telah mencapai 8 bulan. Juga pemohon
takut akan melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam secara
terus-menerus apabila pemohon tidak melakukan poligami. Kemudian beberapa
dalil yang yang telah dikemukakan oleh pemohon tersebut dijawab oleh
termohon, yang pada pokoknya termohon mengizinkan pemohon untuk
melakukan perkawinan poligami dengan calon istri keduanya yang telah dihamili
tersebut. Meskipun pada kenyataannya, termohon masih sehat secara lahir
maupun batin serta masih mampu menunaikan kewajibannya dengan baik dalam
hal memenuhi hak-hak pemohon. Sebagaimana diketahui selama 10 tahun bahtera
rumah tangga keduanya telah diarungi bersama-sama, terlihat keduanya hidup

rukun dan damai, bahkan telah dikaruniai dua anak laki-laki.

Namun adanya permohonan poligami dari pihak Pemohon karena calon
isteri kedua telah hamil di luar perkawinan yang sah tersebut telah disidangkan
pada Pengadilan Agama Karangasem, hakim mengabulkan permohonan izin
poligami tersebut yang artinya diperbolehkan bagi Pemohon untuk melakukan
perkawinan poligami. Menjadi terkesan aneh putusan hakim tersebut karena pada
kenyataannya istri pertama dari Pemohon tersebut masih mampu menjalankan
kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon, juga ditambah tidak memiliki
penyakit berat atau cacat badan apapun dan masih mampu memberikan seorang

keturunan. Hal ini yang menjadi sebuah problem dan bagi Pemohon keadaan ini

! Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 1-5



sangat dilematis, yang mana sebagai seorang laki-laki harus bertanggung jawab
akan perbuatannya yang telah menghamili seorang wanita di luar perkawinan
sedangkan Pemohon sendiri telah berstatus sebagai suami dari istri yang sah,
padahal istri pertama yang jika ditelisik secara alasan yudiris tidak memenuhi

syarat untuk dipoligami.

Memang praktek poligami masih termasuk persoalan yang kontroversial di
kalangan akademisi, mengundang berbagai persepsi yang pro ataupun kontra.
Kelompok yang menolak praktek poligami menuding dengan tudingan yang
mengidentikkan praktek poligami dengan sesuatu hal yang negatif atau jelek.?
Dalam pikiran mereka, praktek poligami adalah perbuatan yang melanggar
ketentuan HAM, model perkawinan poligami dianggap sebagai eksploitasi dan
hegemoni kaum Adam terhadap kaum Hawa, juga sebagai salahsatu bentuk
penindasan dan memandang rendah nilai wanita dan selain itu diyakini sebagai

tindakan diskriminatif terhadap kaum Hawa.

Sedangkan mereka yang pro terhadap dipraktekkannya poligami, mereka
berpersepsi bahwa praktek poligami merupakan bentuk perkawinan yang legal
dan telah lama dipraktekkan oleh beberapa bangsa di belahan dunia ini. Dalam
beberapa hal dan kasus tertentu, praktek poligami justru dapat mengangkat harkat

dan martabat kaum Hawa, serta dinilai dapat menjadi media perlindungan

2 Eka Kurnia, Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami) (Jakarta: Qultum Media,
2006), 24.



terhadap moral seorang suami, agar tidak sampai masuk dan terjebak ke dalam

lubang maksiat yang telah dilarang oleh Allah.?

Terlepas dari golongan yang pro ataupun kontra terhadap praktek
perkawinan poligami sebagaimana yang masih diperdebatkan di atas, sebenarnya
jika ditinjau ulang, hal yang ingin digapai dari keinginan seorang suami yang
ingin menikah lagi adalah sejalan dengan beberapa tujuan dari diadakannya
perkawinan itu sendiri. Agar poligami dapat dibangun dengan dasar yang sehat
dan kuat, maka posisi perizinan poligami di Pengadilan Agama sangatlah urgent
dan sangat menentukan. Adanya beberapa peraturan yang selektif serta prosedur
yang ketat dalam ranah perizinan poligami, sudah seharusnya wajib ditaati secara
konsisten dan menyeluruh oleh siapapun yang ingin memohon izin poligami,
sehingga harapannya nanti kedua pasangan suami-istri yang hidup dalam bingkai
poligami dapat berjalan sesuai dengan tujuan setiap perkawinan. Karena apabila
telah tercapai tujuan dari perkawinan maka bisa dianggap telah mencapai tujuan
poligami itu sendiri yaitu poligami yang sesuai dengan tuntunan syara’, dengan
sebab itu selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem menimbang
dan memperhatikan runtutan dalil yang telah disampaikan oleh setiap pihak,
dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dan juga beberapa
perangkat peraturan pemerintah yang ada, yang di dalamnya menyatakan bahwa
asas perkawinan di Indonesia sebenarnya adalah monogami, dan poligami

diperbolehkan jika memenuhi alasan, syarat, atau prosedur yang telah ditentukan,

8 Arij binti Abdur Rahman As-Sanan, Adil terhadap Para Isteri Etika Berpoligami (Jakarta: Darus
Sunnah Press, 2006), 16.



hal ini tidak lain adalah dalam rangka merealisasikan magashid al-syari‘ah dari

poligami.

Dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan mencegah adanya
kemudharatan pada setiap pihak dan dalam rangka mewujudkan model
perkawinan poligami yang bisa mencapai tujuan perkawinan yang dikehendaki
pada umumnya. Maka atas sebab itu semua, majelis hakim Pengadilan Agama
Karangasem meloloskan permohonan poligami tersebut, meskipun secara
persyaratan alternatif tidak terpenuhi. Maka, dari sini penulis tertarik untuk
menganalisis lebih lanjut mengenai putusan majelis hakim Pengadilan Agama
Karangasem terhadap pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan
register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dengan konsep maqashid al-syari‘ah lbn

‘Asydr.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan

menjadi beberapa rumusan masalah, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam
mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor
1/Pdt.G/2018/PA.Kras?

2. Bagaimana analisis magashid al-syari‘ah Ibn ‘Asydr terhadap putusan
hakim Pengadilan Agama Karangasem tentang pengabulan permohonan

izin poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras?



C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah di atas dapat disimpulkan mengenai

beberapa tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam
mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan register nomor
1/Pdt.G/2018/PA Kras.

2. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem
tentang pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan register
nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dengan konsep magashid al-syari‘ah lbn
‘Asyir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, mampu mengembangkan
disiplin kelilmuan dalam bidang hukum dan syariah, serta memberikan penjelasan
mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan
permohonan poligami dalam putusan register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dan
analisis magashid al-syari‘ah Ibn ‘Asytr terhadap putusan hakim Pengadilan
Agama Karangasem tentang pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan

register nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya
Harapan dari penelitian semacam ini mampu dikembangkan dengan
berbagai macam jenis pendekatan penelitian, salah satunya dengan
pisau analisis yang berbeda dan memberikan pengetahuan yang lebih
komprehensif khususnya pengetahuan tentang pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang ditinjau dari
konsep magashid al-syari ‘ah Ton “Asyir.

b. Bagi lembaga Peradilan
Penelitian seperti ini, penulis mengharapkan dapat menjadi pandangan
baru untuk setiap hakim Pengadilan Agama lainnya di berbagai tempat
di Indonesia dalam memutuskan perkara yang sejenis.

c. Bagi masyarakat umum

Harapan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat
memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat agar paham bahwa
diwajibkannya memenuhi syarat-syarat dan sejumlah ketentuan untuk
memperoleh izin berpoligami bagi seorang suami adalah dalam rangka

untuk merealisasikan konsep maqashid al-syari‘ah.
E. Definisi Operasional
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Maqashid al-syari‘ah : sejumlah tujuan yang direalisasikan sebagai alasan

diturunkannya syariat.



2. Permohonan : suatu harapan satu pihak untuk mendapatkan hak perdata
kepada pihak lain mengenai suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

3. lzin : persetujuan memperbolehkan sesuatu.

4. Poligami : lkatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa
perempuan.

5. Putusan hakim : pernyataan hakim yang diwujudkan dalam bentuk tertulis
dan dalam bentuk lisan pada sebuah persidangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya jenis penelitian hukum yang dikenal adalah penelitian
normatif atau penelitian empiris. Sedangkan, untuk penelitian yang dilakukan oleh
penulis tergolong penelitian normatif atau yuridis normatif.* Dalam penelitian
hukum jenis ini masuk kedalam kategori library reseach. Atas sebab itu, data
sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum pustaka.® Sebagaimana dalam
penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis putusan hakim tentang
pengabulan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karangasem dengan

menggunakan konsep maqgashid al-syari ‘ah Ton Asy(r sebagai pisau analisisnya.

4 Soetandyo Wignyosubroto, Hukum, Paradigma, Merode, dan Dinamika Masalahnya (Jakarta:
Elsam dan Huma, 2002), 148.

5> Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali
Press, 2003), 23-24.



2. Pendekatan Penelitian

Case approach digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pendekatan
yang dimaksud merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap setiap

kasus yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dikaji.

Pendekatan difokuskan pada ratio decidendi majelis hakim, yaitu alasan-
alasan hukum yang mendasari majelis hakim untuk memutuskan sebuah perkara.
Menurut Goodheart bahwa ratio decidendi dapat ditemukan dengan cara
menelaah fakta material yang ada.” Oleh karena itu, penulis dalam hal ini meneliti
secara mendalam mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang
telah mengabulkan perkara permohonan izin poligami dan putusannya telah

berkekuatan hukum tetap.

Tidak berhenti pada titik itu, lebih lanjut penulis mengupas putusan hakim
Pengadilan Agama Karangasem tersebut dengan menggunakan sebuah konsep
maqashid al-syari ‘ah yang dituangkan dalam karya Ibn ‘Asydr, karena dipandang
oleh penulis cocok untuk dijadikan sebuah pisau analisis dalam penelitian ini,
sebab konsep tersebut lebih aplikatif dan komprehensif dari konsep-konsep

hukum atau konsep-konsep magashid al-syari ‘ah lainnya.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, Kencana, 2014), 134.
" Marzuki, Penelitian, 158.
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3. Sumber Bahan Hukum

Hukum digunakan sebagai sumber data dalam penelitian normatif ini.
Penulis mengambil 3 (tiga) jenis bahan hukum yang berbeda-beda, yaitu berupa

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

1) Putusan Hakim Nomor 1/Pdt.G/2018/PA..Kras tentang permohonan
izin poligami.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk ke dalam bahan hukum ini adalah kitab magéshid al-syari’ah
al-Islamiy oleh Ibn ‘Asydr, buku-buku ilmiah, beberapa penelitian terdahulu, dan
beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum baik berupa buku maupun jurnal

penelitian.®

8 Marzuki, Penelitian, 141.
9 Marzuki, Penelitian, 145.
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¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi menjelaskan beberapa bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder yang didapatkan, antara lain:

1) Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progressif,
2002.
2) Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum dengan menggunakan
studi kepustakaan, yang dilakukan dengan pencarian dan pencatatan data dari
sumbernya berupa dokumen, catatan, dan fakta yang memiliki korelasi dengan

materi yang dibahas.°

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penulis dalam mengelolah bahan hukum, melewati beberapa tahapan,

yaitu:
1) Editing

Merupakan tahapan pertama, pada tahapan ini penulis meneliti kembali
beberapa catatan dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.l!
Selanjutnya dari berbagai bahan hukum yang memiliki sangkut pautnya dengan

putusan majelis hakim berkenaan pengabulan permohonan izin poligami di

10 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), 36.
11 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), 168.
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Pengadilan Agama Karangasem dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang
ditinjau dari konsep magashid al-syari‘ah Ton ‘Asydr diteliti kembali oleh

penulis.

Masuk dalam tahap inilah penulis juga mengkaji dasar hukum yang
digunakan majelis hakim sebagai dasar pertimbangannya pada persidangan di
Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dijadikan

bahan hukum primer.

2) Classifying
Pada tahap kedua ini, penulis mengelompokkan beberapa data yang telah
diperoleh, seperti putusan perkara hakim 1/Pdt.G/2018/PA.Kras serta kajian teori
mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem terhadap
pengabulan permohonan izin poligami dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras
ditinjau dari konsep magashid al-syari ‘ah Ibn ‘Asyr.

3) Verifying

Penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa data yang
telah didapat dan telah dikelompokkan di tahap ketiga, sehingga diperolehlah data
yang sesuai. Agar nantinya hasil dari penelitian ini betul-betul sesuai dengan
realita yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan atas kasus yang sedang dikaji

penulis.
4) Analyzing

Penulis menyusun data, agar nantinya data-data tersebut dapat

diinterpretasikan. Oleh karena itu dalam menganalisis sebuah data perlu melewati
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beberapa tahapan berupa, pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan
verifikasi data agar nantinya sebuah fenomena mengandung nilai yang ilmiah,

akademis dan menyentuh nilai sosial.
5) Concluding

Tahapan ini adalah tahap penutup yang berisi uraian singkat konsekuensi
pembahasan beberapa bab sebelumnya secara padat dan meyakinkan, juga berupa
interpretasi atas hasil analisis yang telah dirumuskan pada pendahuluan. Penulis di
dalam tahap ini, menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama
Karangasem terhadap pengabulan permohonan izin poligami dalam putusan

1/Pdt.G/2018/PA Kras ditinjau dengan konsep maqgashid al-syari ‘ah Tbn ‘Asyfr.
G. Penelitian Terdahulu

Adanya pembahasan ini adalah sebagai bentuk komparasi hasil penelitian
yang telah berhasil digarap oleh para peneliti lain sebelumnya dengan penelitian
yang sedang penulis lakukan. Yang mana akan dijelaskan pada paragraf berikut

ini:

Penelitian pertama, merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh
Fakhruddin Aziz pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “Studi
Terhadap Penolakan 1zin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun
2005,”%2 meneliti tentang perkara permohonan izin poligami yang telah masuk ke

dalam Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005, dari 10 perkara yang telah

12 Fakhruddin Aziz, Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2005, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), ii.
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masuk terdapat 6 perkara yang diterima atau dikabulkan, sedangkan 2 perkara
lainnya ditolak. Pada penelitian ini, peneliti tersebut tertarik meneliti dan
memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim yang menolak perkara
permohonan izin poligami dengan nomor registrasi 265/Pdt.G/2005/PA. Yk dan
No. 317/Pdt.G/2005/PA. Yk dengan tinjauan dari prespektif yuridis dan hukum

Islam.

Skripsinya tersebut terlihat menggunakan metode penelitian field research.
Beberapa data yang telah didapatkan oleh peneliti tersebut selanjutnya
dianalisisnya dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis

normatif adalah metode pendekatan yang dipakai olehnya.

Dari hasil penelitiannya terlihat menunjukkan beberapa poin, yaitu yang
pertama, perkara permohonan izin poligami nomor 265/Pdt.G/2005/PA. Yk yang
diajukan Pemohon ditolak oleh majelis hakim, hal ini disebabkan isteri pertama
Pemohon tidak mengizinkannya untuk berpoligami. Pertimbangan hakim tersebut
menekankan adanya persetujuan isteri pertama (Termohon), hal itu karena
tergolong sebagai salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon,
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dan beberapa Peraturan yang
ada. Sebagaimana diketahui pada syariat Islam, poligami memang tidak
mensyaratkan adanya izin dari isteri atau isteri-isteri, tetapi dicantumkan syarat
atau ketentuan tersebut dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam ragka
untuk merealisasikan kemashlahahan dan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan

diadakannya perkawinan.
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Selanjutnya yang kedua, perkara permohonan izin polgami dengan nomor
registrasi  317/Pdt/G/2005/PA. Yk tidak dikabulkan oleh majelis hakim
Pengadilan Yogyakarta karena dalil yang disampaikan Pemohon berupa
ketidakmauan Pemohon dalam berlarut-larut di kubangan dosa, karena pada
realitanya bisa dikatakan telah lama status hubungan dengan calon isteri yang
akan dinikahi sampai pada akhirnya calon isterinya hamil 7 bulan karenanya, yang
demikian dalam penilaian majelis hakim hal tersebut tidak termasuk ke dalam
salah satu alasan alternatif diperbolehkannya seorang suami berpoligami,
sebagaimana yang tertuang pada pasal Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo,
dan Pasal 57 KHI. Padahal dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman dengan jelas memberikan otoritas kepada hakim untuk
menggali, dan juga memahami nilai-nilai hukum yang hidup di lingkup
masyarakat, dapat dipahami maksud dari poin itu hakim haruslah aktif berijtihad
bukan sebaliknya menjadi hakim pasif yang hanya menjadi corong dari peraturan
yang ada. Adapun dalam Islam sendiri, hakim diberikan kebebasan berkreasi

dalam merealisasikan keadilan dan hukum yang berlaku.

Jika dilihat penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam substansi
pembahasan dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis, sama-sama membahas
permohonan izin poligami karena adanya alasan telah menghamili calon isteri
kedua dari Pemohon. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah segi
objek putusan hakim yang dikaji dan pisau analisis yang digunakan, yang penulis
lakukan terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem yang

dianalisis melalui konsep magashid al-syari‘ah Ibn ‘Asydr. Sedangkan pada



16

penelitian sebelumnya objek putusan hakim yang dikaji terfokus dalam putusan
hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang dikupas dengan prespektif hukum

positif di Indonesia dan prespektif hukum Islam.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh.
Toriquddin pada tahun 2014 dalam disertasinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat
Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang Prespektif Magashid al-syari‘ah Tbn ‘Asytr,”*® meneliti tentang pola
distribusi dana zakat, alasan menggunakan pola produktif, dan status kepemilikan
harta zakat di lembaga el-zawa milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam

perspektif maqgashid al-syari ‘ah Ibn ‘Asyir.

Di dalam disertasinya peneliti terlihat menggunakan field research, masuk
jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif secara umum digunakan
dengan tujuan memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku
kelompok masyarakat menurut pandangan masyarakat itu sendiri.* Atas dasar itu
data penelitian yang didapatkan dengan jenis penelitian ini, adalah data yang
bersifat naturalis atau murni dan dilaporkan secara deskriptif oleh peneliti.
Sedangkan untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan konsep,

berupa konsep maqashid al-syari ‘ah Ibn ‘Asyfr.

Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pengelolaan

dana zakat di lembaga el-Zawa milik UIN Maulana Malik lbrahim Malang

13 Moh. Toriquddin, Pengelolaan Zakat Produktif di el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Maqgashid al-syari‘ah Ibn ‘Asyir, Disertasi Doktor
(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), ix.

14 Imam Suprayogo dan Tabroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2001), 9.
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dengan cara diproduktifkan telah sejalan dengan magashid al-syari‘ah Tbn ‘Asytr
baik dilihat dari segi magéashid al-khithabiyah, magéashid al-khasshah, maupun
maqashid al-‘dmmah. Kedua, alasan pendistribusian secara produktif sesuai
dengan magashid al-sydri‘ah Tbn ‘Asyir. Ketiga, status kepemilikan harta zakat
di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga sesuai dengan magashid al-
syari‘ah Ton ‘Asylr dari berbagai segi yaitu magashid al-khithabiyah, magéshid

al-khasshah, maupun magéshid al- ‘@mmah.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pisau analisis
yang digunakan untuk mengupas objek yang dikaji berupa sama-sama
menggunakan konsep maqgashid al-syari‘ah Tbn ‘Asydr. Dari penelitian ini
ditemukan juga perbedaan penelitian berupa objek yang diteliti oleh peneliti
sebelumnya adalah pada masalah pengelolaan zakat produktif di el-zawa
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan objek
yang dikaji dalam penelitian penulis berupa pengabulan permohonan izin

poligami dalam putusan hakim dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.

Kemudian yang ketiga, sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh Nina
Haryati pada tahun 2016 dengan bentuk artikel, yang dimuat pada jurnal Jom
Fakultas Hukum dengan judul “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama
Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum,”*® meneliti tentang

beberapa dalil yang diajukan saat izin poligami di Pengadilan Agama Dumai oleh

15 Nina Haryati, “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara
Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum,” JOM Fakultas Hukum, 1 (Februari, 2016), 1.
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Pemohon, dan analisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan

perkara dengan register 001/Pdt.G/2013/PA.Dum.

Dalam artikelnya tersebut, peneliti terdahulu terlihat menggunakan metode
penelitian yang masuk kedalam jenis penelitian empiris atau penelitian hukum
lapangan, sifat penelitiannya bersifat deskriptif, lokasi penelitian berada di
Pengadilan Agama Dumai yang tepatnya berada di Jalan Putri Tujuh kota Dumai,
populasi dalam penelitiannya adalah Pengadilan Agama Dumai Kota Dumali,
sampel dalam melakukan penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan metode
random atau acak, sumber data primernya adalah majelis hakim dan beberapa
pihak yang terkait dan Pemohon yang memohon izin poligami di Pengadilan
Agama tersebut, data sekundernya berupa Undang-Undang dan beberapa
Peraturan yang terkait dengan pembahasan, sedangkan data tersiernya berupa
kamus dan ensiklopedia, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan

kajian kepustakaan serta analisis data dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam artikel tersebut, peneliti
terdahulu menyimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu: pertama, dalil yang
diajukan oleh Pemohon berupa calon isteri kedua telah dihamili oleh Pemohon
sendiri dan telah berusia 2 bulan, dan juga isteri pertama (Termohon) telah
mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami, dalil tersebut tidak
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, jika dilihat betul-betul
bunyi teks Undang-Undang dan beberapa Peraturan yang mengaturnya. Kedua,
dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum adalah

dengan mempertimbangkan beberapa aspek kebaikan yang akan ditimbulkan
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apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan, juga dalam hal tersebut hakim
menggunakan asas contra legem yaitu dimana ketika majelis hakim menyimpangi
beberapa aturan demi kemashlahatan yang lebih besar dampaknya dalam

memutuskan sebuah perkara.

Letak kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah
mengenai substansi pembahasan berupa pengabulan permohonan izin poligami
oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini, letak perbedaan penelitian ini
dengan penelitian penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan, yang
penulis gunakan untuk menganalisis petimbangan hakim Pengadilan Agama
Karangasem dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah konsep
maqashid al-syari‘ah Ibn ‘Asyir, sedangkan peneliti pada penelitian terdahulu

menggunakan pisau analisis hukum positif di Indonesia.

Lanjut yang keempat, sebuah penelitian karya Riofitra Utama pada tahun
2017 dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Permohonan Izin Poligami yang
Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan
Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA KBr),”'® meneliti tentang beberapa faktor yang
menjadi sebab terjadinya banyak perkara permohonan izin poligami di Pengadilan
Agama Koto Baru dan dasar pertimbangan hakim menolak permohonan izin

poligami dalam register 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr dengan perspektif yuridis.

16 Riofitra Utama, Permohonan Izin Poligami yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru
Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014/PA.KBr), Skripsi (Padang: Universitas
Andalas, 2017), ii.
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Dalam skripsinya tersebut sangat jelas menggunakan metode penelitian
normatif dengan mengkaji data yang tersedia seperti bahan hukum primer,
sekunder, tersier atau bahan kepustakaan yang ada. Penelitian tersebut juga
bersifat deskriptif-eksplanatoris, hal itu dimaksudkan untuk memberikan data
yang sedetail dan seakurat mungkin tentang manusia, beberapa gejala lainnya,
terutama untuk mempertegas beberapa hipotesa agar dapat membantu di dalam

memperkuat beberapa teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan dalam skripsi tersebut, hasil
penelitiannya dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa: Pertama, Pengadilan
Agama hanyalah mengabulkan permohonan izin kepada seorang suami untuk
berpoligami, apabila terdapat alasan yang dibetulkan oleh Undang-Undang dan
Peraturan. Berbagai alasan yang diajukan oleh orang-orang yang akan
mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Koto Baru, namun
yang menarik terdapat Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami ke
Pengadilan Agama Koto Baru dengan alasan Pemohon telah khilaf melakukan
hubungan suami-isteri dengan calon isteri kedua Pemohon, padahal Pemohon

masih terikat ikatan perkawinan dengan isterinya (Termohon).

Kedua, dengan memperhatikan pertimbangan hukum pada perkara
poligami di Pengadilan Agama Koto Baru yang menolak izin poligami terhadap
Pemohon di karenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah
berlaku. Dalam proses persidangan majelis hakim menemukan beberapa fakta
bahwa Pemohon sudah menikah dengan calon isteri keduanya, setelah itu barulah

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan
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membawa beberapa bukti yang bisa menguatkan dalil Pemohonannya salah
satunya ialah surat izin dari isteri pertama (Termohon) yang membolehkan sang
suami untuk menikah lagi namun Termohon tidak bisa menghadiri persidangan
dan tidak pula ada yang mewakili. Surat izin dari Termohon yang diserahkan
oleh Pemohon pada saat proses persidangan, menurut majelis hakim tidak dapat
dijadikan bukti untuk menguatkan dalil Pemohon karena berdasarkan pasal 58
angka (2) KHI menjelaskan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat
diberikan dalam bentuk tertulis atau secara langsung dengan lisan, tetapi
sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan
persetujuan lisan Termohon saat sidang Pengadilan Agama berlangsung. Dalam
persidangan Pemohon menghadirkan dua orang saksi ke pengadilan yang
kesaksiannya di kesampingkan oleh majelis hakim karena dianggap tidak cukup
menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Alasan karena terlanjurnya
hubungan biologis antara Pemohon dengan calon istei keduanya tidak bisa
dijadikan satu dalil untuk berpoligami karena alasan tersebut bukanlah alasan

yang disebutkan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Letak kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal
objek yang dikaji sama-sama mengkaji permohanan izin poligami dengan alasan
telah mensetubuhi calon isteri kedua Pemohon. Perbedaan penelitian ini terletak
pada pisau analisis yang digunakan, yaitu penulis lakukan terfokus dalam putusan
hakim Pengadilan Agama Karangasem yang dianalisis melalui konsep magashid

al-syari‘ah Ton ‘Asyr. Sedangkan pada penelitian sebelumnya objek yang dikaji
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terfokus dalam putusan hakim Pengadilan Agama Koto Baru dengan dianalisa

berdasarkan prespektif hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya yang terakhir, penelitian yang telah dilakukan oleh Lintang
Kurnia Zelyn pada tahun 2018 pada skripsinya yang diberi judul “Analisis
Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor
0687/Pdt.G/2017/PA.Amb),”t" meneliti tentang ratio decidendi majelis hakim
dalam  memutuskan perkara izin poligami pada perkara register
0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, serta akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami

pada perkara nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.

Dalam skripsinya tersebut terlihat peneliti tersebut menggunakan metode
library research, sumber primer yang digunakan pada penelitian tersebut adalah
berupa putusan perkara nomor registrasi 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, sedangkam
bahan sekundernya berupa interview dengan majelis hakim yang terkait. Ketika
mengumpulkan data menggunakan dokumentasi dan wawancara, kemudian dalam
menganalisis data, peneliti tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif

analitis.

Melihat penelitian yang telah dilakukannya tersebut, dapat diambil sebuah
kesimpulan bahwa izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut dapat

dikabulkan dengan mempertimbangkan pasal 4 ayat (2) huruf ¢ dalam UU Nomor

17 Lintang Kurnia Zelyn, Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili
Calon Istri  Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor
0687/Pdt.G/2017/PA.Amb), Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), ii.
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1 Tahun 1974. Namun penggunaan pasal tersebut yang dijadikan sebagai salah
satu dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam
mengabulkan permohonan izin poligami tidak sejalan dengan bukti nyata di

persidangan.

Letak kesamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada
substansi pembahasan adanya pengabulan permohonan izin poligami oleh hakim
Pengadilan Agama. Dalam hal ini, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian
ini ada pada pisau analisis yang digunakan, yang penulis gunakan untuk
menganalisis petimbangan hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam menolak
permohonan izin poligami adalah konsep magashid al-syari‘ah Ibn °Asyir,
sedangkan peneliti pada penelitian terdahulu ini menganalisis pertimbangan

hakim Pengadilan Agama Ambarawa dengan pisau analisis hukum positif di

Indonesia.
Tabel I
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu
N | Nama; Judul Persamaan Perbedaan
0 | Perguruan
Tinggi;
Tahun
Fakhruddin Studi Terhadap Membahas Objek yang dikaji
Aziz ; UIN Penolakan 1zin permohonan izin | dan pisau analisis
Sunan Kalijaga | Poligami di poligami di yang digunakan,
Yogyakarta; Pengadilan Pengadilan yaitu berupa
Tahun 2008 Agama Agama dengan putusan hakim,
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Yogyakarta
Tahun 2005

alasan telah
menghamili calon

isteri kedua.

yang penulis
lakukan terfokus
dalam putusan
hakim Pengadilan
Agama Karngasem
yang dianalisis
selain melalui
konsep magashid
al-syari‘ah Ibn
‘Asyr. Sedangkan
pada penelitian
sebelumnya objek
yang dikaji
terfokus dalam
putusan hakim
Pengadilan Agama
Yogyakarta yang
dikupas dengan
prespektif hukum
positif di Indonesia
dan prespektif

hukum Islam.

Moh.
Toriquddin;
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang; Tahun
2014

Pengelolaan
Zakat Produktif di
el-Zawa
Universitas Islam
Negeri (UIN)
Maulana Malik
Ibrahim Malang
Prespektif
Magashid al-

Pisau analisis
yang digunakan
untuk mengupas
objek yang dikaji
berupa magashid
al-syari‘ah Ibn

‘Asyfr.

Objek yang dikaji
oleh peneliti
sebelumnya pada
masalah
pengelolaan zakat
produktif di el-
zawa Universitas
Islam Negeri
(UIN) Maulana
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syari‘ah 1bn

‘Asyir

Malik Ibrahim
Malang, sedangkan
objek yang dikaji
dalam penelitian
penulis berupa
penolakan
permohonan izin
poligami dalam
putusan hakim
Nomor
1/Pdt.G/2018/PA.

Kras.

Nina Haryati;
Universitas
Riau; Tahun
2016

Pelaksanaan Izin
Poligami di
Pengadilan
Agama Dumai
Studi Kasus
Perkara Nomor
001/Pdt.G/2013/
PA.Dum.

Substansi
pembahasan
berupa
pengabulan
permohonan izin
poligami oleh
hakim Pengadilan

Agama.

Pisau analisis yang
digunakan, yang
penulis gunakan
untuk menganalisis
petimbangan
hakim Pengadilan
Agama
Karangasem dalam
mengabulkan
permohonan izin
poligami adalah
konsep magashid
al-syari‘ah lbn
‘Asytr, sedangkan
peneliti pada
penelitian
terdahulu
menggunakan

pisau analisis
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hukum positif di

Indonesia.
Riofitra Permohonan Izin | Objek yang dikaji | Perbedaan
Utama; Poligami yang sama-sama penelitian ini
Universitas Ditolak Oleh mengkaji terletak pada pisau
Andalas Pengadilan permohonan izin | analisis yang

Padang; Tahun
2017

Agama Koto Baru
Kabupaten Solok
(Studi Putusan
Nomor
0125/Pdt.G/2014/
PA.KBr)

poligami dengan
alasan telah

mensetubuhi

calon isteri kedua.

digunakan, yaitu
penulis lakukan
terfokus dalam
putusan hakim
Pengadilan Agama
Karangasem yang
dianalisis melalui
konsep magashid
al-syari‘ah Ibn
‘Asytir. Sedangkan
pada penelitian
sebelumnya objek
yang dikaji
terfokus dalam
putusan hakim
Pengadilan Agama
Koto Baru dengan
dianalisa
berdasarkan
prespektif hukum
positif di

Indonesia.

Lintang Kurnia
Zelyn; UIN

Analisis

Pengabulan Izin

Substansi

pembahasan

Pisau analisis yang

digunakan, yang




27

Walisongo
Semarang;
Tahun 2018

Poligami Dengan
Alasan Telah
Menghamili
Calon Isteri
Kedua (Analisis
Putusan
Pengadilan
Agama
Ambarawa
Nomor
0687/Pdt.G/2017/
PA.Amb).

berupa
pengabulan
permohonan izin
poligami oleh
hakim Pengadilan

Agama.

penulis gunakan
untuk menganalisis
petimbangan
hakim Pengadilan
Agama
Karangasem dalam
mengabulkan
permohonan izin
poligami adalah
konsep magashid
al-syari ‘ah Ibn
‘Asylr, sedangkan
peneliti pada
penelitian
terdahulu
menggunakan
pisau analisis
hukum positif di

Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami dari tabel di atas mengenai letak

kesamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian para peneliti

terdahulu, bahwa terlihat penelitian penulis benar-benar baru dan belum pernah

sama sekali diteliti oleh siapapun sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih tersusun dengan baik dan rapi,

penulis menyusun sebuah sistematika yang sesuai dengan kebutuhan masing-
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masing bab dan mengelompokkannya menjadi lima bab, adapun sistematika

penyusunan skripsi yang dilakukan penulis berupa:

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dari bab pendahuluan ini adalah deskripsi umum yang meliputi beberapa
permasalahan yang dirasakan oleh penulis dan kemudian disusun dan dituangkan
dalam sebuah bentuk latar belakang masalah. Setelah itu merumuskannya
sehingga menelurkan sebuah rumusan masalah. Dengan adanya jawaban dari
rumusan masalah yang tersusun tersebut digunakan untuk mendapatkan tujuan
penelitian yang diharapkan oleh penulis, sehingga harapannya dari hasil penelitian
ini dapat bermanfaat dan berdampak positif, baik secara teoritik maupun secara
praktis, sehingga seluruh pihak baik yang terkait maupun tidak terkait, bisa ber-
istifadah atas hasil penelitian ini. Juga perlu adanya sebuah metode dalam
menyusun penelitian ini, metode penelitian yang dimaksud di sini yaitu meliputi
jenis penelitian, kemudian penggunaan pendekatan penelitian berupa pendekatan
studi kasus, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dalam mengumpulkan bahan
hukum, dan teknik analisisnya. Penulis juga dalam menganalisis menggunakan
beberapa langkah yang harus dillewati terlebih dahulu berupa adanya editing,
klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Masuknya definisi
operasional bertujuan untuk menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan
dalam sebuah skripsi. Dengan melihat dan memaparkan beberapa penelitian
terdahulu, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesamaannya, letak perbedaan,
yang kemudian membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terakhir
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disertakan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berisi rincian setiap
bab dalam penelitian untuk menginformasikan logika kepenulisan dalam

penelitian ini.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini secara khusus membahas seputar rangka teori dan konsep yang
dipakai oleh penulis, mendeskripsikan tinjauan umum tentang poligami, dan
konsep magashid al-syari‘ah Ibn ‘Asydr. Adanya bab ini bertujuan untuk

menjelaskan secara teoritik terhadap masalah yang dikaji oleh penulis.
BAB Ill: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini secara khusus membahas hasil dari penelitian penulis dan
pembahasan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karngasem
dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin
poligami yang kemudian ditinjau dari konsep magashid al-syari‘ah Tbn ‘Asyfr
yang mancakup di dalamnya, yaitu penjelasan perkara pada putusan Pengadilan
Agama Kabupaten Karangasem dengan register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras analisis
terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Karangasem register 1/Pdt.G/2018/PA.Kras yang mengabulkan permohonan izin
poligami ditinjau dari konsep maqgashid al-syari‘ah Ton ‘Asydr. Adanya deskripsi
dari hasil penelitian ini yang dimasukkan kedalam bab ketiga bertujuan untuk
menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karangasem yang
tertuang dalam putusan nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras dengan konsep magashid

al-syari‘ah Ton ‘Asydr. Pada bab ini adalah inti penelitian, karena pada bab ini
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penulis menganalisis bahan hukum yang telah ditemukan pada bab sebelumnya
dengan memakai beberapa teori dan konsep yang dikemukakan dalam tinjauan

pustaka serta dilengkapi dengan pandangan dan analisis penulis pribadi.

BAB IV: PENUTUP

Bisa disebut sebagai bab penghujung, penulis menutup penyusunan skripsinya
dengan sebuah kesimpulan dan saran. Adanya kesimpulan yang dicantumkan pada
bab ini berisikan beberapa penjelasan singkat sebagai jawaban atas permasalahan
yang disajikan dalam skripsi, disusun dalam bentuk beberapa poin. Begitu juga
saran yang diinclude-kan pada bab ini, isinya berupa sebuah anjuran kepada
pihak-pihak terkait atau kepada beberapa pihak yang memiliki kewenangan lebih
terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan peneliti selanjutnya di

masa yang akan datang.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami
Terkait dengan istilah poligami, alangkah baiknya mengetahui terlebih
dahulu istilah poligami secara etimologi, istilah poligami sebenarnya berasal dari
istilah yunani, kata polus yang berarti banyak sedangkan kata gamos yang
memiliki arti perkawinan. Maka pengertian dari setiap kata tersebut ketika
digabungkan menjadi satu, istilah poligami akan dipahami sebagai suatu bentuk

perkawinan dengan lebih dari seseorang. Dapat dipahami setiap seorang laki-laki

31
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yang menikahi atau mengawini seorang perempuan lebih dari satu dalam waktu
yang bersamaan, atau seorang perempuan yang menikahi beberapa laki-laki lebih
dari seorang dalam waktu yang bersamaan, maka pada dasarnya juga masih bisa
disebut dengan istilah poligami.8

Juga hampir senada dengan definisi yang disampaikan oleh Sudarsono
yaitu diartikan poligami sebagai bentuk ikatan sakral yang mana salah satu pihak
mengawini beberapa lawan jenisnya dalam kurun waktu yang tidak jauh
berbeda.’® Namun, dengan singkat Bibit Suprapto menegaskan bahwa definisi
poligami yang pas dalah seorang laki-laki yang kawin dengan lebih dari seorang
perempuan.?

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan poligami adalah sebuah ikatan sakral yang mana seorang
laki-laki menikahi dan memiliki beberapa perempuan dalam waktu yang
bersamaan. Jika dibaca ulang di dalam beberapa definisi tersebut tidak
dicantumkan jumlah batas isteri yang diperbolehkan dinikahi atau dikawini dalam
praktek poligami, tetapi syariat Islam sebagai agama penyempurna yang sempurna
telah memberikan batasan jumlah sampai dengan empat orang perempuan saja.
Adanya pembatasan berpoligami sampai empat orang perempuan ini adalah
21

wujud dari jjma’ mayoritas ulama’.

Dilegalkannya praktek perkawinan poligami didasarkan pada ayat-ayat

berikut ini:

18 Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

19 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 364.

20 Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71.

21 |bn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugtashid (Beirut: Dar Ibn Al-Shoshoh, 2005),.
33.
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“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka,
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya”. (Q.S. Al-Nisa’: 3)%

Kedua ayat yang disebutkan di atas berisikan sebuah amr namun amr
tersebut bukanlah menunjukkan adanya anjuran agar berpoligami apalagi
keharusan untuk berpoligami, melainkan ayat-ayat di atas menunjukkan adanya
kebolehan mempraktekkan perkawinan poligami jika diperlukan, dalam konteks
sebab turunnya ayat adalah karena khawatir tidak mampu berbuat adil terhadap
perempuan-perempuan yatim) oleh sebab itu syarat dan kewajiban yang cukup

berat dibebankan kepada suami yang ingin berpoligami, berupa mampu

menerapkan asas keadilan yang bersifat material.?°

22 QS. Al-Nisa (4): 2.

23 Departemen Agama RI, al-Qur’dn dan Terjemahannya, Juz 4 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah al-Qur’an, 2005), 77.

24 QS. Al-Nisa’ (4): 3.

% Agama RI, al-Qur’dn, 77.

% Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 87.
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Lebih lanjut, Ibn ‘Asyir memberikan catatan penting, berupa pentingnya
kemampuan berlaku adil dalam praktek perkawinan poligami. Ibn ‘Asy(r

menyatakan:
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“Jika poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga

akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang

pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-

istri dan anak-anak ayahnya yang lain”. %'

Berkenaan dengan sabab al-nuzdl dari al-Nisa’ ayat 3, suatu ketika Urwah
ibn Zubair pernah bertanya kepada Aisyah tentang ayat al-Qur’an di atas. Maka
pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: “wahai kemenakanku,
maksud ayat ini adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-
laki yang menjadi walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya
tercampur. Laki-laki yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan
perempuan yatim yang diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahinya
dengan tidak memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat
yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang
berada dalam asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang
sepantasnya. Para wali juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain
yang baik dan mereka senangi di samping perepuan yatim yang diasuhnya”. 8

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ayat-ayat yang

digunakan untuk melegalkan perkawinan poligami, merupakan ayat yang

2 Muhammad Thahir Ibn ‘Asyar, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir (Tunisia: Dar al-Sahn(in, 1997),
227.
28 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Terj. Abdurrahim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 345.
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sebenarnya telah mengangkat harkat martabat perempuan. Dengan beberapa ayat
tersebut, maka sudah seharusnya kaum laki-laki tidak diperkenankan
memperlakukan perempuan secara semena-mena.
2. Sejarah Praktek Poligami Pra-Islam

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah praktek
pernikahan baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia
di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.?® Bangsa Arab telah
banyak yang mempraktekkan poligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam,
demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu.
Beberapa kitab suci agama-agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan
bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa,
bahkan di antara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing
ataupun tidak disukai.®® Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami
merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan di dalam
Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur’an, beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi
Isa. Bahkan di Arab sebelum Islam datang, telah dipraktekkan perkawinan
poligami tanpa batas maksimal.3* Bentuk poligami ini telah dikenal di antara
orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia. Nabi Muhammad sendiri
datang dengan membawa risalah Islam yang di dalamnya membolehkan praktek

poligami di antara masyarakat, karena Islam melihat dan menyapa praktek

2% Abdurrahman | Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), 259.

30 Muhammad Bagir al-Habsyi, Figih Praktis Menurut Al-Qur’én, as-Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama (Bandung: Mizan Media Utama), 90.

31 Abdurrahman I Doi, “Inilah Syari’ah Islam Terjemahan”, Buku The Islamic Law, Usman Efendi
AS dan Abdul Khaliq Lc (Jakarta: Puataka Panji, 1990), 207.
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poligami yang sudah dipraktekkan juga oleh bangsa-bangsa terdahulu. Poligami
merupakan kebiasaan di antara suku-suku bangsa di Afrika, Australia serta
Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.32

Bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan
menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar
kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-
perempuan itu dapat dibawa kemana-mana layaknya barang, dimiliki dan dijual-
belikan sekehendak hati orang laki-laki yang memilikinya.®®

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai khatam al-anbiyd’ wa
al-mursalin dengan risalah Islamnya, Islam datang untuk melarang perzinaan dan
bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan layaknya barang dan hewan
yang dimiliki. Islam hadir tidak untuk mengharamkan praktek poligami secara
mutlak, tetapi dengan adanya syariat Islam praktek poligami lebih diarahkan
dengan diberi batasan dan beberapa persyaratan.® Dengan adanya batasan jumlah
perempuan yang akan dijadikan istri tersebut, tidak lain agar terjadi kemaslahatan
keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh
menikahi maksimal empat orang perempuan dengan catatan ditegakkannya sikap

adil di antara mereka semua.

32 Abdurrahman | Doi, “Perkawinan dalam Syari’at Islam”, Syari’at The Islamic Law, Terj. Basri
Aba Asghary, Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 43.
3 Doi, Karakteristik, 260.

34 Muhammad Rasyid Ridha, “Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan

Wanita”, Terj, Huqlq al-Mar’ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa’i dan M. Nur Hakim (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1992), 78.
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3. Asas Monogami
Monogami sebenarnya merupakan asas perkawinan Islam. Hal ini dapat

diketahui dan dipahami dari firman-Nya berikut:
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya”. (Q.S. Al-Nisa’: 3)%

Dalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwa meskipun Allah memberi
peluang kepada para suami untuk beristeri sampai dengan empat orang, akan
tetapi perlu dicatat peluang yang diberikah Allah itu disertai dengan syarat-syarat
yang sebenarnya bisa dikatakan cukup berat untuk dilaksanakan kecuali oleh
orang-orang tertentu saja yang mampu.

Jika dilihat bersama-sama dari ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan
yang menerangkan bahwa, “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami’. Kalimat ‘pada dasarnya’ mengindikasikan bahwa asas
monogami yang dipakai oleh Undang-Undang perkawinan di Indonesia
sebenarnya bukanlah asas monogami yang mutlak, melainkan sebaliknya bisa

disebut sebagai asas monogami terbuka atau tidak bersifat mutlak. Sehingga

sebagaimana diketahui, efeknya praktek poligami diletakkan pada status hukum

% QS. Al-Nisa’ (4): 3.
% Agama RI, al-Qur’dn, 77.
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darurat saja, atau dalam keadaan yang luar biasa memaksanya untuk berpoligami.
Selain itu, dapat dipahami bahwa poligami tidaklah semata-mata kewenangan
penuh seorang suami, karena di Indonesia hukum yang berlaku adalah
menerapkan adanya syarat izin dari hakim (pengadilan).®’

Jadi, dapat dipahami bahwa seorang suami sebenarnya sangat dianjurkan
untuk mempunyai seorang isteri saja, demikian pula dengan seorang isteri
diharuskan untuk mempunyai seorang suami, tetapi tidak menutup kemungkinan
adanya anjuran berpoligami bagi seorang suami dalam situasi tertentu.

4. Prosedur Poligami

Ketika telah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka posisi Peradilan Agama
menjadi semakin lengkap dalam menunaikan tugas dan wewenangnya. Pada
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terlihat lebih dominan membicarakan
indepedensi badan peradilan Wewenangnya sejajar dan setara dengan pengadilan
umum. Dalam hal ini adalah beberapa perkara perdata agama Islam secara
sepenuhnya dan khusus bisa diselesaikan pada pengadilan Agama.

Istilah perkawinan yang dituangkan pada UU No. 3 Tahun 2006
maksudnya adalah melingkupi segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan,
tentu perkara poligami secara otomatis include di dalamnya. Hal ini dijelaskan
lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 itu sendiri.

Ketika membuka Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 menyatakan,

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia

87 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Tranding Co Medan, 1975), 25-
26.
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wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Hal tersebut
menjelaskan bagaimana prosedur berpoligami di Indonesia, juga diatur lebih
lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana
berikut.
Pasal 56 KHI:
a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama.
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975.
c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dalam Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan
izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. lstri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.
Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami,
kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin

lagi;
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b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun
tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani
oleh bendahara tempat kerja, atau

2) Surat keterangan pajak pengahasilan, atau

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pada Pasal 58 ayat (2) KHI yang menyatakan, “Dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi
sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan
persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama .

Adapun teknis pemeriksaan berkas dan para pihak yang berperkara menurut
Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.
a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41,
Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;
b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya surat permohonan

beserta lampiran-lampirannya.

3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 16-
17.
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5. lzin Poligami
Telah jelas bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan
permohonan izin poligami, apabila telah memenuhi syarat-syarat alternatif
meskipun hanya bersifat fakultatif, dengan kata lain tidak ada keharusan
memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut bagi suami yang ingin berpoligami,
sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 berupa:

a. |Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian, syarat-syarat kumulatif yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga harus terpenuhi, berupa:

a. Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

Telah jelas di atas bahwa asasnya Pengadilan Agama hanya dapat

memberikan izin kepada permohonan izin poligami seorang suami apabila
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dikehendaki oleh beberapa pihak yang bersangkutan, sebagaimana telah
disebutkan di Peraturan di atas.*

Untuk mencegah lembaga peradilan agar tidak sampai melanggar
ketentuan yang ada, maka Pengadilan Agama sekaligus Mahkamah Syar’iyah
dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang masuk,
diwajibkan berpedoman pada beberapa hal, sebagaimana berikut penjelasannya:

a. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri

didudukan sebagai Termohon .

b. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah
satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat
memberi izin poligami .

c. Persyaratan izin Poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya
Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua
persyaratan tersebut telah terpenuhi.*

B. Magashid Al-Syari‘ah Tbn ‘Asy(r

1. Pengertian Magashid Al-Syari‘ah
Istilah  magashid al-syari‘ah adalah susunan dari dua lafadz, yaitu
magashid dan al-syari‘ah. Term magashid sendiri merupakan bentuk jama’ dari

kata maqgshdd, gashd, qushdd yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada-

39Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 175.
40 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Medan: Zahir Tranding
Co Medan, 1975), 192.
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yagshudu, “'yang memiliki makna beragam, seperti bermakna adil, tujuan, dan
tengah-tengah (tawasuth) antara berlebih-lebihan dan kekurangan.*? Sedangkan
syart‘ah sendiri jika dilihat secara lughah bermakna jalan menuju mata air. Untuk
lafadz syari‘ah secara ishtilah adalah al-nushds al-mugaddasah dari al-Qur’an
dan al-Sunnah yang mutawattir yang sama sekali belum dimasuki oleh pemikiran
atau kepentingan manusia..*®> Secara ishtilahan, magashid al-syari‘ah dapat
diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan
oleh al-sydri’ (Allah) dibalik pembuatan syari‘ah dan hukum, yang diteliti oleh
al-mujtahid@n dari teks-teks syari ‘ah.**

Sementara Muhammad Thahir Tbn ‘Asylr mengklasifikasi magashid al-
syart‘ah menjadi dua macam dan mendefinisikan keduanya dengan istilah yang
berbeda, yang pertama, maqgashid al-tasyri’ al-‘dmmah merupakan kumpulan
beberapa hikmah yang include tersembunyi pada mayoritas atau seluruh hukum,
yang mana subtansi hukum tersebut tidak terikat oleh ruang hukum secara khusus.
Kemudian yang kedua, magasid al-fasyri’ al-khashah adalah metode atau
beberapa cara yang dikehendaki oleh syari‘ untuk merealisasikan kemashlahatan
manusia, atau untuk menjaga kemashlahatan umum dalam amal perbuatan yang

khusus.*®

4 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002),.
1123.

42 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas; Figh Aqalliyat dan Evolusi Magashid al-Syariah Dari
Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), 179.

43 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al Syathibi (Jakarta: Pt. Raja Grafindo
Persada, 1996), 61.

4 Jasser Auda, Figh al-Magashid Inasat al-Ahkam bi Magashidiha (Herndon: 11T, 2007), 15.

4 Ahmad al-Raysy(ni, Nadhariyat al-Magdshid ‘Inda al-Imam al-Syathibi (Beirut: Al-Muassasat
al-Jam’iyah, 1992),14.
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Sehingga dari dua klasifikasi dan definisi di atas dapat ditarik sebuah
kesimpulan, yang dimaksud dengan magashid al-syari‘ah adalah beberapa tujuan
akhir yang harus terealisasi dengan diterapkannya syari ‘ak. Maqgashid al-syari‘ah
sendiri bisa berwujud maqgashid al-syari‘ah al-‘dGgmmah, yang magéshidnya
meliputi keseluruhan aspek syariat dan maqashid al-syari‘ah al-khdsah yang
magashidnya dikhususkan pada satu bab tertentu dari beberapa bab syariat yang
ada, seperti maqashid al-syari‘ah pada bidang hukum keluarga, perniagaan
(mu’amalah) dan lain-lain, atau maqgashid al-syari‘ah al-juz’iyyah yang meliputi
setiap hukum syara ‘ seperti kewajiban mendirikan shalat lima waktu, kewajiban
menunaikan zakat, diharamkannya zina, dan lain sebagainya.*®

2. Biografi Ibn ‘Asy(r

Seseorang yang ‘alim dan penuh wibawa, shahib al-kitdb maqgashid al-
syari‘ah al-islamiy, dia adalah Muhammad al-Thahir Ibn Muhammad bin
Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Syaikh Muhammad al-Syadzili bin
‘Abdul Qadir bin Muhammad bin ‘Asyfr . Muhammad al-Thahir Ibn ‘AsyQr
dilahirkan di dekat Ibukota Tunisia pada tahun 1230 H.*’ Ibn ‘Asyir tumbuh dan
berkembang dalam lingkungan keluarga yang hubb al- i/m. Ibn ‘Asyur kecil telah
menghafal al-Qur’an kepada Syaikh Muhammad al-Khiyari.*® Masuk di usia ke-
14 tahun ia mulai bergabung ke dalam sebuah Universitas bernama Zaitunah, di
Universitas inilah dia menjadi mahasiswa, di dalamnya Ibn ‘Asydr banyak belajar

tentang perlawanan terhadap sikap taglid membabi buta yang menjadi salah satu

4 Mawardi, Figh, 183.

47 Balgasim Al-Ghaliy, Al-Syaikh Al-Jami’ Al-A’dham Muhammad Al-Théhir ibn ‘Asyir Haydtuh
wa Atsaruh (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), 35.

48 Al-Ghaliy, Al-Syaikh, 37
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penyebab kejumudan dan kemunduran pemikiran ummat Islam di belahan dunia
manapun dan keberanian mengajak kepada pembaharuan pemikiran.*®

Di antara al-ulamd’ al-kibar terkemuka yang pernah mendidik secara
langsung Ibn ‘Asyir adalah Syaikh Ahmad bin Badr al-Kafy, darinyalah beberapa
bidang ilmu di dapatkan seperti ilmu kaidah-kaidah bahasa arab (al-gawa’id al-
lughat al-‘arabiyyah) termasuk di dalamnya ‘ilm al-nahw dan ‘ilm al-sharf dan
dari majlis Syaikh Ahmad Jamaluddin itulah Ibn ‘Asytr mulai memperdalam figh
Maliki, kemudian keilmuan tarjamah, sastra, ilmu matematika, geografi.
Sedangkan ilmu tarikh didapatkan dari Syaikh Salim Bawahajib. Pada Tahun
1907 M/1325 H. Ibn ‘Asydr sendiri telah dikenal sebagai ulama kontemporer
yang sangat produktif. Banyak karyanya yang dikaji di beberapa bangku
perkuliahan, sebagai contoh karyanya yang masyhdr dan monumental adalah
Magashid al-Syari‘ah al-l1slamiyah dalam bidang ilmu ushdl al-figh atau ilmu
magashid dan dalam bidang kitab tafsir ada al-Tahrir wa al-Tanwir. Selain itu
masih banyak judul karyanya dalam berbagai bidang keilmuan Islam, sebut saja
Syarh al-Mugaddimah al-Adabiyah, dan Ushal Nidham al-Zitima’i fi al-1slam.
Setelah banyak menelurkan pemikirannya yang diwujudkan dalam bentuk
beberapa karyanya yang monumental tersebut, bertepatan pada hari Ahad, tanggal
13 Rajab 1393 H, dunia pemikiran hukum Islam berduka karena Ibn ‘Asydr telah

berpulang ke rahmatullah untuk selama-lamanya.>°

% Al-Ghaliy, Al-Syaikh, 40.
50 Al-Ghaliy, Al-Syaikh, 71.
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3. Konsep Magashid Al-Syari‘ah Menurut Ibn ‘AsyQr

Pada tahap pertama Ibn ‘Asylr membagi magashid al-syari‘ah menjadi
dua macam yaitu maqgashid al- ‘dmmah dan magéashid al-khassah. Kemudian ia
menjelaskan dasar pemikirannya dalam menetapkan magéshid yaitu dengan
beberapa unsur yaitu perantara fithrah, mashlahah, dan ¢« ’/il. Pada penghujung
pembahasan konsepnya ia menjelaskan operasionalisasi teori magashid dengan
tiga cara atau tahapan yaitu melalui al-magéam,kemudian istigrd’ (induksi), dan
dengan cara membedakan antara wasail dan magashid. Dari sini dapat dipahami
dalam pandangannya sebagai seorang ahli filsafat hukum Islam, bahwa setiap
hukum baik di dalamnya terdapat amr maupun nahi adalah tidak lain bertujuan
li’ibddatillah, terkandung nilai jalb al-mashalih dan daf” al-mafasid, juga
terkandung nlai taysir dan menghilangkan kesulitan.® Menjaga Keteraturan
ummat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal,

perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.>?

Selanjutnya lbn ‘Asylr membatasi magashid al-‘dmmah dengan empat
syarat yaitu yang pertama harus bersifat tetap (al-tsub(t). Kedua, jelas (al-
dhuhr), yang berarti tidak boleh multi-tafsir dalam menjelaskan makna seperti
menjaga Kketurunan (nasab) sebagai tujuan dari disyariatkannya pernikahan.
Ketiga, terukur (indibath), yang berarti harus memiliki dlawébith yang detail dan
jelas, kemudian yang keempat, otentik (itrad), yaitu suatu tujuan syariat yang

tidak diperdebatkan karena adanya pengaruh perbedaan daerah, budaya, dan

51 Muhammad Bakr Isma‘il Habib, Maqashid al-Isldmiyah Ta’silan wa Taf’ilan (Makkah: Dar al-
Tibah al-Khadra’, 2006), 224.

52 Muhammad ‘Abd Al-‘Ati Muhammad ‘Ali, Al-Maqashid al-Syar iyyah wa atséruhd fi al-figh
al-Islamiy. Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 117.
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waktu® Secara umum setiap tujuan syariat bertujuan li mashalih al- ibdd baik di
dunia maupun di akhirat kelak. Mashlahah sendiri didefinisikan oleh Ibn ‘Asydr
sebagai suatu sifat atau perbuatan membawa kemanfaatan atau dampak positif
selamanya yang berlaku secara umum maupun individual 3 Ibn <Asydr

mengklasifikasi mashlahah menjadi beberapa macam, di antaranya:

a. Mashlahah dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya suatu ummat.

Segi ini mashlahah terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dlaruriyat, hajiyat
dan tahsiniyat. Mashlahah dlaruriyat adalah manfaat yang didapatkan masyarakat
baik secara fard (individu) mujtama’ (kelompok). Maksudnya masyarakat akan
hancur dan rusak secara total apabila tidak wujud mashlahah ini. Mashlahah ini
kembali pada kulliyat al-khamsah yang terdeskripsikan dalam hifdz terhadap al-
din, al-nafs, al-‘agl, al-mal, dan al-nasb.>® Sedangkan mashlahah al-hajiyat
adalah mashlahah yang dibutuhkan oleh ummat untuk menegakkan aturannya
dengan benar, masyarakat akan tidak tertata apabila mashlahah ini tidak wujud.>
Selanjutnya adalah mashlahah tahsiniyah, dengan adanya mashlahah ini
kesempurnaan keteraturan ummat dapat terealisasi. Mashlahah ini merupakan
penyebab ummat lain tertarik untuk berinteraksi dengan ummat Islam. Contohnya

adalah akhlaq al-karimah yaitu perilaku yang mulia antar sesama.®’

53 ¢ Ali, Al-Magashid, 233.

5 Muhammad Thahir Ibn ‘Asytr, Magashid Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah (Yordania: Dar Al-Nafais,
2001), 235.

% ¢ Asy(r, Magashid, 80.

% < Asytir, Magashid, 84.

57 ¢ Asy(r, Magashid, 85.
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b. Mashlahah dari segi hubungannya dengan ummat secara ‘am, mujtama’,
atau fard.

Mashlahah jika dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu
mashlahah al-kulliyah, dan mashlahah al-juz iyah. Mashlahah al-kulliyah adalah
mashlahah yang kembali kepada ummat secara umum seperti penduduk suatu
daerah. Sedangkan mashlahah juz iyat adalah kemashlahatan bagi setiap individu,
yang harus dijaga dalam hukum-hukum yang mengatur interaksi antar sesama

(mu ‘agmalah).%®

c. Mashlahah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya

kerusakan, yaitu:

1) Mashlahah gath’iyah, dari teks secara pasti (gath iy) didukung oleh teori
istigra’ atau dengan dalil agli bahwa dalam penerapannya ada manfaat
yang sangat besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi
bahaya yang besar mashlahah ini nantinya dapat diketahui, contohnya
menumpas orang-orang yang enggan dan melawan kewajiban dalam

Islam.

2) Mashlahah dzanniyah, dapat diketahui dari persangkaan akal sehat,
nantinya mashlahah ini akan diketahui contohnya seperti, memelihara
anjing untuk menjaga rumah di saat situasi yang berbahaya, dan ada

kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny, mashlahah ini akan diketahui.

58 < Asytir, Magashid, 89-90.
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3) Mashlahah wahmiyah, merupakan sebuah kemashlahatan yang memiliki
sisi positif dan juga negatif di dalamnya, namun setelah dicermati baik-
baik ternyata kemashlahatan itu dapat berubah membawa bahaya atau

kerusakan. Seperti mengkunsumsi narkoba.%

d. Adanya mashlahah karena sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena
implikasi dari perbuatan.

Mashlahah semacam ini adalah sebagai penyebab awal kemunculan
metode tathallu’dt (observasi), tafatanat (pemahaman), dan madhahir
(fenomenologi). Metode rathallu’dt adalah dengan menggunakan hilah (rekayasa
hukum), dan dzarai‘ (jalan menuju yang lain), metode pemahaman dengan
menggunakan ‘ilal (ilat-ilat suatu hukum), metode fenomenologi merupakan
metode dengan cara melihat keistimewaan hukum Islam dan keabadian hukum
Islam serta karakteristik keumuman hukum Islam.®

4. Pemahaman yang Mendasari Teori Magashid Al-Syari‘ah

Dalam paham Ibnu ‘Asydr, fithrah didefinisikan dengan sebuah keadaan
awal yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang telah tercermin pada
Nabi Adam. Fithrah yang diciptakan secara sepaket oleh Allah Kketika

menciptakan manusia.5*

a. Magqgashid al-khassah merupakan tujuan yang paling penting yang

sangat dipengaruhi dengan adanya fithrah. Asal kejadian

% Isma‘il Al-Hasani, Nadzariyat al-Magdshid ‘Inda al-lmam Muhammad al-Thdhir bin ‘Asyir
(Herdon: Al-Ma’had Al-‘Alami li Al-Fikr Al-Islami, 1995), 241.

80 Asy(r, Magashid, 91.

61 Al-Hasani, Nadzariyat, 266.



50

diciptakannya manusia telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya
pemilik hak. Ibn ‘Asylr menjelaskan hak asasi manusia dalam
menggunakan tubuh, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang
yang menjadi haknya dan hak terhadap apa yang telah ia lahirkan,;

b. Magashid al-‘dmmah merupakan tujuan umum yang dibangun
berasaskan fithrah, hal ini bisa terwujud dengan adanya musawabh,
hurriyah, tasdmuh, dan tidak adanya paksaan.®?

Terkadang sifat fithrah ini terjadi 7a drudl dalam satu perbuatan, apabila
dimungkinkan untuk digabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak
mungkin maka dipilihlah perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya fithrah itu
sendiri. Ibnu ‘Asylr menuturkan bahwa setiap perbuatan yang disukai atau cocok
dengan akal sehat untuk dilakukan manusia, maka hal tersebut bisa dipastikan
termasuk dalam kategori fithrah, sedangkan jika sebaliknya, maka sudah
dipastikan hal tersebut telah melenceng dari kategori fithrah.%® <Alal al-Fasi
menjelaskan definisi dari fithrah adalah segala sesuatu yang mengandung
kemashlahahan bisa disebut dengan fithrah, seperti shidg (jujur), ikhlas, amanah,
adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, dan toleransi.®* Begitupun
sebaliknya dapat dipahami setiap sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat baik
yang telah disebutkan di atas, maka bisa masuk ke dalam kategori hal-hal yang

melawan fithrah.

62 Al-Hasani, Nadzariyat, 273.

83 Al-Hasani, Nadzariyat, 278.

64 <Alal Al-Fasi, Magashid al-Syari‘ah al-1slamiyah wa Makarimuha (Ribath: Dar al-Gharb al-
Islami, 1993), 194.
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A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam Mengabulkan
Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Register Nomor

1/Pdt.G/2018/PA.Kras

Beberapa aturan tentang prosedur izin poligami telah dituangkan dalam
wujud pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang maupun di
Peraturan lainnya. Sebagaimana diketahui prosedur terkait poligami telah diatur
sangat jelas dan detail di dalamnya, bahkan dari sebagian elemen masyarakat

seperti para penceramah atau muballigh, para pejabat KUA ikut serta dalam

52
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mensosialisasikan kepada masyarakatnya, namun ironisnya masih banyak dari
para pemohon izin poligami di Indonesia yang belum paham betul mengenai
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebagaiman aturan atau
prosedur yang telah tercantum. Terlebih lagi ada kesan di kalangan masyarakat
bahwa aturan-aturan yang telah dibuat di Indonesia hanya sebagai formalitas
belaka, hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan karena adanya praktik
sebagian para hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang sangat berani dalam
membangun sebuah putusan beralaskan nilai-nilai keadilan yang hidup di
masyarakat, sehingga para hakim tidak selalu menjadi corong Undang-Undang.
Cara berpikir yang tidak normatif dan tekstual yang dilakukan oleh sebagian para
hakim Pengadilan Agama, memberikan persepsi di masyarakat bahwa aturan-
aturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya sangatlah fleksibel.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, padahal sebenarnya di
Indonesia praktek poligami hanya dapat dilakukan dengan cara mengikuti
prosedur yang berlaku, salah satunya adalah dengan memenuhi beberapa
persyaratan yang terlah tercantum.

Sedangkan perkara permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan
Agama Karangasem, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan
dilatar belakangi adanya kasus bahwa calon isteri kedua telah dihamili oleh
Pemohon di luar perkawinan yang sah. Oleh karenanya, sebagai bentuk tanggung
jawab Pemohon terhadap calon isterinya yang sedang hamil, maka Pemohon

mengajukan permohonan izin poligami.®

85pytusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 13.
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Majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam memeriksa sampai
kepada tahap memberikan keputusan izin poligami didasarkan atas beberapa
pertimbangan terhadap bahaya yang ditimbulkan apabila tidak diberi izin
poligami atau tidak dikabulkan permohonannya, serta pertimbangan manfaat yang
dapat diambil apabila permohonannya ditolak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh
Termohon sendiri bahwa bila Pemohon tidak menikahi calon istri keduanya
tersebut atau Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami,
maka Termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat
mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti
persoalan hukum yang salah satunya berakibat pada hilangnya pekerjaan
Pemohon dan akhirnya berimbas pula kepada tidak tercukupinya hak anak-anak
dan Termohon yang harus diberikan Pemohon baik lahir maupun batin, bahwa
kekhawatiran Termohon tersebut dalam pandangan majelis hakim bukanlah hal
yang tidak beralasan.®®

Majelis hakim menilai bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan
Pemohon dan calon istri keduanya di luar ikatan perkawinan bukan hanya
memiliki dampak negatif bagi Pemohon dan calon istri keduanya namun juga
berdampak negatif pada kehidupan sosial yang lebih luas seperti kepada keluarga
besar calon istri kedua Pemohon. Apabila Pemohon tidak memberikan
pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan kelak akan dilahirkan
oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara menikahinya yang sah maka akan

menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan keluarga besarnya di

66 Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 14.



55

hadapan masyarakat.®’

Persoalan ini pada akhirnya akan memicu tuntutan keluarga besar calon
istri kedua Pemohon baik secara hukum atau di luar hukum selama belum dinikahi
olen Pemohon. Kondisi ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah
tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya rukun dan damai menjadi
goncang dan tidak harmonis. Selain pertimbangan sosiologis, alasan izin poligami
yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki dampak psikologis yang buruk bagi
rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hubungan di luar ikatan perkawinan yang
dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon
dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut.
Sebagaimana dinyatakan oleh calon istri kedua Pemohon dan tidak dibantah oleh
Pemohon bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan hubungan
badan lebih dari sekali dan telah berulang-ulang termasuk setelah calon istri
keduanya telah hamil. Apabila hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan
perkawinan maka semakin lama akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga
Pemohon dan Termohon.%®

Atas dasar itu, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan
alasan tersebut di atas dinilai oleh majelis hakim merupakan salah satu solusi
untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan di dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon.

Pertimbangan majelis hakim ini juga menurut Penulis secara tidak

langsung, sejalan dengan salah satu kaidah figh:

67 putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 15.
68 putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA .Kras, h. 15.
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e o0&y s Cres A asen S

Artinya: “Sebaliknya, jika beberapa bahaya berbenturan, maka ambilah yang

paling kecil bahayanya”.®°

Namun menurut Penulis dengan adanya tawaran kaidah yang lebih
menekankan pada substansi seperti itu, yaitu mashlahat-keadilan, bukan berarti
segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-
formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus tetap menjadi acuan tingkah laku
manusia dalam kehidupan bersama khususnya dalam hal ini adalah majelis hakim
Pengadilan Agama, kalau tidak demikian ditakutkan terkesan anarki dalam
memutuskan dan menyelasaikan perkara yang masuk, contoh saja putusan hakim
Pengadilan Agama Karangasem tersebut, jika di dalam bunyi isi pertimbangan
hukum yang dipakai majelis hakim hanya karena berpijak pada kaidah daf’u al-
mafdsid mugaddam ‘ala jalb al-mashalih, maka ketentuan legal-formal yang
tertuang jelas dalam perundang-undangan akan terkesan sedikit diabaikan,
padahal secara tegas di dalamnya menjelaskan permohonan izin poligami seorang
pemohon akan dikabulkan jika telah terpenuhi beberapa persyaratan komulatif dan
alternatif. Inilah nantinya kekhawatiran dari Penulis, putusan hakim berkaitan
dengan permohonan izin poligami semacam ini jika tidak disyarah-i dan digali
secara mendalam akan tidak menutup kemungkinan memunculkan persepsi di
sebagian masyarakat awam, bahwa ada legalisasi perbuatan zina atau ada
kemudahan pengabulan izin poligami jika berdalil telah mengahamili calon

istrinya.

69 < Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’diy, Al-Qawd 'id Al-Fighiyyah (Surabaya: Al-Haramayn, 2000),
18.
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Selain itu sebenarnya Pengadilan Agama Karangasem juga telah
menimbang, dengan melihat syarat-syarat alternatif pada Pasal 4 Ayat (2)
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo.Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar
hukum untuk berpoligami, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: ™

1. lIsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai seorang
isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun syarat-syarat tersebut bersifat fakultatif karena tidak diharuskan
untuk dipenuhi seluruhnya dan juga yang ditemukan pada fakta hukum bahwa
Pemohon tidak memiliki salah satu alasan yang ditentukan oleh ketentuan
perUndang-Undangan di atas, namun alasan Pemohon ingin berpoligami adalah
karena calon isteri kedua Pemohon telah hamil 8 bulan. Sesungguhnya menurut
pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Karngasem, alasan-alasan poligami
yang ditentukan pada peraturan dan perUndang-Undangan hakikatnya mengacu
kepada tujuan pokok sebuah perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau

70 putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 13.
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dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena jika salah satu alasan tersebut terjadi
pada sebuah rumah tangga maka akan menjadi masalah atau persoalan yang
membuat salah satu pihak yaitu istri tidak bisa menjalankan kewajiban dan
pihak lain yakni suami tidak mendapatkan haknya sehingga dapat mengurangi
keharmonisan dan pada akhirnya menimbulkan goncangan rumah tangga dalam
bentuk pertengkaran maupun perselisinan dan bentuk lainnya yang semakin
menjauhkan tujuan perkawinan.” Oleh karenanya dengan melakukan poligami
dengan didasarkan salah satu dari tiga alasan tersebut pada hakekatnya bertujuan
untuk memberikan solusi tanpa sebuah perceraian, sebab perceraian adalah suatu
hal yang halal tetapi sangat dibenci di sisi Allah dan selain itu mengembalikan
beberapa komponen perkawinan atau rumah tangga tersebut sehingga tidak ada
lagi goncangan dan pada akhirnya tujuan perkawinan dapat dipertahankan dengan

baik.

Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa alasan
yang diajukan oleh Pemohon untuk memohon izin poligami juga memiliki dasar
tujuan yang sama dengan tiga alasan tersebut yaitu untuk mempertahankan tujuan
perkawinan. Sedangkan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam pada pasal
5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (b) dan (c)
Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, menyebutkan antara lain:"?

1. Adanya persetujuan dari isteri;

71 putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA .Kras, h. 14.
72 putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA .Kras, h. 16
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2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
anak-anak mereka.

Fakta-fakta hukum yang terjadi menunjukkan ada persetujuan dari
Termohon (isteri Pemohon) baik berupa izin tertulis maupun lisan di
persidangaan, telah ada kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan
hidup isteri dan anak-anak mereka dengan adanya bukti yang dilampirkan oleh
Pemohon berupa surat penghasilan atau gaji perbulan sebesar Rp.25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah), juga telah ada jaminan bahwa suami akan berlaku
adil terhadap isteri dan anak-anak mereka dengan adanya pernyataan dapat
berlaku adil oleh Pemohon secara tertulis, meskipun bukti ini bersifat formalistik,
namun majelis hakim menilai sebuah keadilan juga berdasarkan adanya indikasi-
indikasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah keadilan, seperti adanya keterangan
dari Termohon sendiri sebagai isteri Pemohon dan saksi | (pertama) yaitu adik
dari Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon
tidak pernah terjadi pertengkaran dan rukun-rukun saja dalam bahtera rumah
tangganya, sehingga fakta tersebut dapat dinilai sebagai circumstansial evidennce
atau menjadi bukti dengan sendirinya mengenai adanya sifat adil yang dimilki
oleh Pemohon selama ini, persangkaan majelis hakim ini telah sejalan dengan
pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 R.Bg, yang menyatakan “Persangkaan
yang tidak berdasarkan Undang-Undang sendiri diserahkan kepada

pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh
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memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan
yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila Undang-Undang mengizinkan
pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau
suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk
atau penipuan”’. Melihat fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa
syarat-syarat yang ditentukan perUndang-Undangan baik yang bersifat fakultatif
maupun kumulatif bagi seorang suami yang ingin berpoligami telah terbukti dapat

dipenuhi oleh Pemohon.”

Kemudian berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010
bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan
permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini
bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta mempermudah
pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian, yang
selanjutnya Pemohon telah mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan
Termohon yang seluruhnya dibenarkan oleh Termohon dan juga calon istri kedua
Pemohon maka Majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil
pembuktian sehingga terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon
sebagai berikut:
1. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki R3 Warna Putih dengan NoPol DK 1022 SF
pembelian tahun 2013;

2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam 150 CC dengan

73 Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 16.
74 putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 18-19.
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Nopol DK 4367 SW pembelian tahun 2015;

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim
bependapat dalil-dalil Pemohonan Pemohon untuk berpoligami telah didasarkan
kepada alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya petitum permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan wujud memberi izin kepada Pemohon untuk
menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon, serta mengabulkan
permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.”

B. Analisis Maqgashid Al-Syari‘ah Ibn ‘Asy(r Terhadap Putusan Hakim

Pengadilan Agama Karangasem Tentang Pengabulan Permohonan

Izin Poligami dalam Putusan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras

Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan
izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Karangasem tersebut dirasa
kurang lazim pada literatur hukum positif di Indonesia dan literatur figh,
meskipun demikian, marilah kita kupas dengan pisau magashid al-syari‘ah
prespektif Ibn ‘Asyir, dengan melalui tiga unsur terlebih dahulu dalam
menetapkan sebuah magashid al-syari‘ah, yaitu magam al-khithab al-syar iy, al-
tamyiz bayna al-wasail wa al-magashidi, dan unsur yang terakhir adalah al-
istigra’. Adanya tahapan al-magam adalah bertujuan untuk membatasi tujuan
syari’ dari suatu khithab, sementara tahapan al-tamyiz bayna al-wasail wa al-
magashid dan al-istigra’ adalah bertujuan untuk menentukan dan menetapkan
tujuan hukum baik secara khusus maupun umum. Selanjutnya dari ketiga tahapan

tersebut, maka harus dilihat kesesuaiannya antara syara’ dengan mashlahah dan

7> Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 19.
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fithrah yang berpijak pada universalitas causalitas hukum. Untuk lebih jelasnya,
berikut operasionalisasi ketiga unsur tersebut dalam menentukan magashid al-
syari‘ah pada pensyariatan ta‘adad al-zawjat atau yang lebih sering dikenal
dengan istilah poligami, berikut adalah tahapan-tahapannya:

1.Tahapan Magam Al-Khithab Al-Syar iy

Pertama, dengan menggunakan unsur al-magam, unsur ini membatasi
tujuan syara‘, dikarenakan sifat pembatasan ini untuk menetapkan satu tujuan
lafadz tertentu dan mengabaikan dilalah-dilalah lain yang bukan termasuk
kedalam tujuan syara’. Dalam konteks ini, teori yang cocok digunakan dalam
menganalisis ayat tentang poligami adalah dengan cara tafsir al-lughawiy li
ihtimaliyati al-khithab al-syar‘iy. Dengan menggunakan tafsir linguistik ini, arti
yang diinginkan dalam surat al-Nisa’ ayat 3 akan dapat mudah dipahami, sebegai

berikut:

°/J_m R I ° w 22 i 2 L\ % I - 9 . 4 [P % 29 °
O 1 § 55 Sl g sl G rQ Ol G 1,506 £ s & Iokods VI 3285 O3
40 I Y I/ C 2s 0% o 7 %z < 4 PN
7018525 T 22331 Es & 1SS &K b s 10k YT 2is
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya”. (Q.S. Al-Nisa’: 3)/

Ada dua riwayat yang hampir sama ketika menyebutkan sabab al-nuzdl
ayat tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad ‘Ali al-

Shabdniy, riwayat pertama yang disebutkan oleh Al-Bukhariy bahwa ‘Aisyah

76 QS. Al-Nisa’ (4): 3.
" Agama RI, al-Qur’dn, 77.
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pernah berkata: “ada seorang pria yang sedang memelihara seorang anak
perempuan yatim, lalu dinikahinya. Perempuan yatim tersebut mempunyai nama
yang cukup baik, meskipun dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut.
Namun perempuan yatim tersebut tidak diberi hak sesuatu apapun, maka
kemudian turunlah ayat tersebut”.”® Kemudian riwayat yang kedua, riwayat ini
lebih masyh(r di kalangan para pakar tafsir al-Qur’an, karenanya mereka
meyakini riwayat inilah yang lebih tepat untuk dijadikan sabab al-nuzdl dari ayat
tersebut,berikut riwayatnya, sebagaimana yang telah dicantumkan oleh penulis
pada pembahasan sebelumnya, dari ‘Urwah bin Zubayr sesungguhnya ia pernah
bertanya kepada ‘Aisyah tentang firman Allah di atas. Maka pertanyaan ‘Urwah
bin Zubayr itu dijawab oleh ‘Aisyah: “wahai kemenakanku, maksud ayat ini
adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi
walinya, yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki
yang mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang
diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahinya dengan tidak
memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi
larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam
asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya.
Para wali juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik
dan mereka senangi di samping perepuan yatim yang diasuhnya”.

Lebih lanjut Ibn ‘Abbas, Sa‘id bin Jubayr, al-Suddiy, dan Qatadah

mengatakan bahwa orang-orang Arab saat itu kebanyakan tertarik dengan harta

® Muhammad ‘Ali Al-Shab(niy, Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an (BeirGt: Dar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, 2004), 299.
9 Sabiq, Figh, 345.
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yang dimiliki oleh perempuan-perempuan yatim, namun tidak dapat berlaku adil
di antara mereka, sedang mereka menikahi lebih dari sepuluh perempuan, maka
turunlah ayat ke-3 dari surat al-Nisd’, yang kemudian membatasi jumlah
perempuan yang boleh untuk dinikah yaitu sampai empat perempuan saja, dan
melarang melebihi jumlah tersebut.2® Hal tersebut sesuai dengan yang apa yang
diungkapkan oleh al-Dlahhék, al-Hasan, dan selain keduanya, bahwa ayat tersebut
sebagai penghapus kebudayaan jahiliyyah di era pertama diterimanya Islam, yang
mana seorang laki-laki menikahi perempuan-perempuan merdeka dengan jumlah
sesukanya, maka ayat tersebut memangkas jumlah tersebut menjadi empat
perempuan saja yang boleh dinikahi .8

Sebelumnya yang perlu diketahui bersama, bahwa pembahasan dalam ayat
tersebut tidaklah terlepas dari pembahasan ayat-ayat sebelumnya yang membahas
mengenai harta anak-anak yatim, ketika mengawali ayat ke-3 surat al-Nisa’ Al-

Imém al-Qurthubiy di dalam tafsirnya menjelaskan komponen ayat tersebut,

bahwa ayat tersebut terdiri dari syarat dan jawab, lafadz (.i» 51) merupakan

syarat, dan jawabnya adalah lafadz \jé&u maka jika diartikan ayat tersebut

berbunyi: “dan apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam memberikan
mahar dan nafkah kepada mereka (perempuan-perempuan yatim), maka

nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan baik lainnya yang kalian

8 [bn “Asyir, Al-Tahrir, 224.
8 Ab( ‘Abdillih Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubiy, Al-Jami’ i Ahkdm al-Qur’dn
(Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 113.
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senangi” 82

Sehingga Ibn ‘Asyir berkesimpulan, bahwa ayat tersebut bukanlah berisi
tentang disyari’atkannya sebuah pernikahan, sebab perintah (menikah) di
dalamnya berkaitan dengan kondisi khawatir atau takut terjatuh ke dalam
perbuatan aniaya terhadap perempuan-perempuan yatim,®sebagaimana yang telah
diketahui bahwa merampas hak-hak dari perempuan-perempuan yatim termasuk
dosa besar. Maka dari sinilah dibolehkannya poligami sebagai problem solving
agar tidak sampai terjatuh ke dalam kubangan dosa.

Oleh sebabnya mayoritas ulama’ menganggap perintah dalam ayat tersebut
menunjukkan kebolehan, tak ubahnya dengan perintah makan dan minum di
dalam Al-Qur’an. Namun, kalangan Dhahiriyyah menganggap perintah pada ayat
ke-3 dari surat al-Nisa’ itu menunjukkan akan kewajiban, sebab mereka
berpegang pada dhahirnya ayat, dan atas dasar al-amr li al-wujdb. Sedangkan
argumen dari kalangan Dhahiriyyah tersebut dibantah oleh al-Imém al-Fakhr al-

Raziy dengan ayat ke-25 dari surat al-Nisa’ yang berbunyi:

vi, b 2 00 £ S uuw uu}fi}\ eoliZasd] ”s CL 5 OTND i aking 4 23
ERARE S MRS WE u@ b W31 O 2ty 2150 s O ol
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“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh

%2 Al-Qurthubiy, Al-Jami’, 113.
8 Ibn ‘Asyfr, al-Tahrir, 225.
8 Q.S. Al-Nisa (4): 25.
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mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah
mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,
karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin
mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara
diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai
piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian
mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman
dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan yaitu
menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik
bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Nisa’:
25)85

Dari ayat inilah al-Imam al-Fakhr al-Raziy berkesimpulan bahwa Allah
menentukan hukum, dengan tidak melakukan pernikahan (karena tidak mampu)
itu lebih baik daripada melakukannya, maka telah jelaslah dari sini bahwa hukum
perintah menikah itu pada dasarnya tidaklah mandab, apalagi wajib.&

Dari sisi fakta historis, membuktikan bahwa Rasulullah memperbolehkan
praktek poligami kepada para sahabtnya beserta membatasi jumlah perempuan
yang boleh dinikahi hanya sebatas empat perempuan saja, tidak lebih. Meskipun
Rasdllullah mempraktekkan poligami dengan menikahi perempuan lebih dari
empat perempuan, karena hal tersebut merupakan salahsatu min khashaish al-
nabiy, yang tidak berlaku umum untuk ummatnya. Sebagaimana bunyi Hadits:
,c@é;,émggcgﬁﬁsycﬁygi:,j;;éé;%;g;cil;e\;ﬁ; L6 3% Bis
cwwu‘musawﬂ&dj\@\wwwdawduﬁ;uﬂf‘w

(Vi sl e O s e Jo 23 550

“Telah bercerita kepada kami Hannadd, dia berkata: Telah bercerita kepada kami
‘Abdah, dari Sa’id bin Abiy ‘Urwah, dari Ma’mar, dari al-Zuhriy, dari Salim bin

8 Agama RI, al-Qur’dn, 79.

8 Al-Shab(niy, Tafsir, 302.

87 Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidziy, Sunan al-Tirmidzi (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah
Mushtafé al-Béabiy al-Halabiy, 1975), 427.
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‘Abdillah, dari Ibn ‘Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam,
sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka
juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi memerintahkan Ghaylan untuk
memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”.

Telah jelas Hadits di atas menceritakan mengenai Ghaylan al-Tsagafiy,
yang mana sebelum ia mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, ia
sendiri telah mempunyai sepuluh orang istri. Namun, ketika ia masuk Islam ke
sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena
sebagaimana diketahui dalam Islam, seorang laki-laki itu tidak boleh beristri lebih
dari empat, maka Nabi Muhammad memerintahkan untuk mempertahankan empat
di antara mereka dan menthalaq yang lainnya.

Sedangkan permasalahan Hadits yang menyebutkan pelarangan poligami

kepada ‘Ali bin Abiy Thalib, sebagaimana berikut:

s
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(PPWiET
“Ahmad bin ‘Abdillah bin Yinus dan Qutaybah bin Sa’id telah menceritakan
kepada kami, keduanya dari al-Layts bin Sa’d, Ibn Yunus berkata: Layts telah
menceritakan kepada kami,’ Abdulldh bin ‘Ubaidillah bin Abiy Mulaykah al-
Qurasyiy al-Taymiy telah menceritakan kepada kami bahwasanya al-Miswar bin
Makhramah telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah
bersabda di atas mimbar: sesungguhnya Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta
izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abiy Thdlib maka tidak
kuizinkan untuk mereka, kemudian tidak kuizinkan bagi mereka, kemudian tidak

kuizinkan untuk mereka kecuali ‘Ali ibn Abi Thalib suka menceraikan putriku dan
menikahi putri mereka, maka sesungguhnya putriku adalah bagian dari diriku,
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8 Muslim bin al-Hajaj al-Naysabdriy, Shahih Muslim (Beiriit: Dar Thyd’ wa al-Turats, 1998),
1902.
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menggembirakan bagiku apa yang menggembirakannya dan menyakitkan bagiku
apa yang menyakitkan baginya”.

Hadits yang serupa dapat dijumpai di dalam shahih al-bukhariy. Dalam
memahami Hadits tersebut beraneka ragam interpretasi yang muncul, lbn Hajar
al-‘Asqlaniy menuturkan di dalam fath al-bariy, mengapa Nabi Muhammad
sampai melarang putrinya untuk bersedia dipoligami oleh ‘Ali bin Abiy Thalib
adalah yang pertama, karena ternyata putri Abd Jahl bin Hisyam yang akan
dinikahi oleh ‘Ali, sedangkan Abu Jahl sendiri adalah musuh Allah dan musuh
Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, beberapa interpretasi lain menyebutkan
memang karena Nabi tidak menginginkan putri beliau Fathimah dipoligami
dengan siapapun, karena poligami itu menyakiti hatinya, dan yang menyakiti
hatinya berarti juga menyakiti hati Nabi Muhammad. Sehingga ‘Ali sendiri baru
berani menikahi perempuan lain setelah Fathimah telah tiada.®®

Sebenarnya secara eksplisit Hadits yang disebutkan di dalam sunan al-
tirmidzi di atas cukup jelas menunjukkan bolehnya berpoligami dengan catatan
tidak boleh lebih dari empat perempuan yang dinikahi. Seandainya poligami tidak
bolen atau diharamkan di dalam Islam, mestinya Nabi Muhammad
memerintahkan Ghaylan untuk memilih salah satu saja dari sepuluh orang istrinya
dan menceraikan yang lain. Tapi kenyataannya tidak demikian, inilah yang
kemudian menunjukkan di dalam Islam bahwa pernikahan model poligami adalah
legal dan batasan maksimal diperbolehkannya seorang laki-laki yang berpoligami

adalah dengan empat orang perempuan saja.

8 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-*Asqalaniy, Fath al-Bariy Syarh Shahth al-Bukhariy (BeirGt: Dar
al-Ma’rifah, 1997), 412.
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Dari beberapa argumen yang telah disebutkan di atas, secara otomatis
meruntuhkan anggapan yang kurang tepat dari kalangan Rafidlah, yang
membolehkan laki-laki beristeri sampai dengan sembilan perempuan, mereka
menganggap huruf wawu yang berada pada ayat ke-3 dari surat al-Nisa’ adalah li
al-jam‘i, yaitu untuk menggabungkan bilangan sehingga hasil dari
pemahamannya adalah 2+3+4=9. Selain itu mereka menyandarkan
pemahamannya dengan fi'liyah Nabi Muhammad yang menikahi sembilan
perempuan, padahal telah jelas berdasarkan ijmd’ bahwa fi’liyah Nabi yang
demikian termasuk dari khashéish al-nabiy, yang kekhususannya tidak bisa ditiru
oleh ummatnya. Bahkan ada yang lebih parah dalam memahami ayat tersebut,
mereka dari sebagian Dhahiriyyah memperbolehkan menikahi sampai delapan
belas perempuan, mereka berpengang dengan wawu li al-jam ‘i yang diulang,
sehingga hasil pemahamannya adalah 2+2+3+3+4+4=18. Pemahaman-
pemahaman demikian menunjukkan kebodohan mereka akan bahasa dan sunnah,
serta telah mukalafat /i ijma’ al-ummah. Sebab tidak pernah terdengar dari
kalangan sahabat maupun tabi‘in manapun yang melegalkan beristeri lebih dari
empat perempuan.®°

Setelah memperhatikan argumen-argumen di atas dapat disimpulkan dan
dipahami bahwa magam al-khithab dalam surat al-Nisa’ ayat 3 mengindikasikan
dilalah diperbolehkannya melakukan praktek poligami dengan alasan agar
terhindar dari perbuatan dosa. Karena setelah diselidiki, pada dasarnya Rasulullah

dan para sahabatnya telah melakukan praktek poligami dengan berbagai faktor

% Al-Qurthibiy, al-Jami’, 118.
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atau latar belakang, meskipun dari segi jumlah perempuan yang dipoligami antara
Rasulullah dan sahabatnya-sahabatnya memiliki perbedaan, semua tidak lain
karena kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Sehingga hasil dari
tahap magém al-khithab tersebut adalah magashid al-khitabiyyah yang berupa
pembolehan melakukan praktek poligami dengan alasan mencegah terjadinya

perbuatan dosa.

Inilah yang kemudian kita pahami bersama bahwa alasan majelis hakim
mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, karena hubungan
biologis di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon
istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk
mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh
calon istri kedua Pemohon di dalam persidangan dan tidak dibantah oleh
Pemohon bahwa Pemohon dan calon istri keduanya telah melakukan hubungan
biologis layaknya suami-isteri lebih dari sekali dan telah berulang-ulang termasuk
setelah calon istri keduanya telah hamil. Bila hal ini terus dilakukan kembali tanpa
adanya ikatan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum
positif di Indonesia, maka dikhawatirkan semakin lama akan berdampak buruk
terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Atas dasar itu, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan
alasan tersebut di atas dinilai majelis hakim merupakan solusi untuk terhindar dari
melakukan dosa yang terus menerus, yang dampaknya bisa menyebabkan
kerusakan-kerusakan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si

calon istri kedua Pemohon. Dari sinilah kita ketahui pandangan Ibn ‘Asyir
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terhadap maqgashid al-khitabiyyah pada surat al-Nisa’ ayat 3 dalam pertimbangkan
hukum majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem, sesungguhnya telah sesuai
dan direalisasikan dengan baik.

2. Tahapan Al-Tamyiz bayna Al-Waséil wa Al-Magéashid

Kedua, adalah tahap al-tamyiz bayna al-wasail wa al-magashid. Sebelum
mengetahui operasionalisasi dari tahap kedua ini, yang perlu diketahui hasil dari
tahap kedua ini nantinya adalah magashid al-khashah, yang mana Ibn ‘Asyir di
dalam kitab magashid al-syari ‘ah-nya ketika menyinggung magashid al-khashah,
beliau menjelaskan kriteria ketentuan hukum yang dapat menjadi magashid al-
syari‘ah yaitu ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan mashlahah atau
mafsadah. Dalam konteks ini hukum dibedakan menjadi magashid dan wasail,
yang dimaksud dengan hukum sebagai magéashid adalah hukum yang secara
langsung berhubungan dengan perwujudan mashlahah dan penolakan terhadap
mafsadah, sedangkan hukum sebagai wasail adalah hukum yang bertujuan
mendukung atau menyempurnakan pencapaian mashlahah atau penolakan
mafsadah yang terdapat pada hukum yang lain.%

Terkait dengan adanya mengukuhkan hubungan nasab sebagai magashid
al-syari‘ah di dalam aturan-aturan hukum kekeluargaan Islam adalah dalam
rangka menjaga ikatan nasab dari hal-hal yang dapat menimbulkan praduga yang
meragukan keautentikan nasab. Secara implisit hifdz al-nasb ini dipahami dari
sejumlah aturan dalam hukum kekeluargaan, di antaranya adalah dengan adanya

larangan zina. Manusia memiliki insting dasar untuk berreproduksi sebagaimana

% Ibn ‘Asyir, Magashid, 413.
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umumnya makhluk hidup, namun di sini manusia dibekali oleh Allah dengan akal
dan juga kesadaran, sehingga aktivitas seksual yang dilakukan oleh manusia tidak
semata sebagai pemuas libido saja, melainkan Allah mensyariatkan adanya
pernikahan, yang di dalamnya ditetapkan beberapa aturan yang mengatur aktivitas
sesksual biasa menjadi perbuatan terpuji yang sunyi dari unsur-unsur tercela
menurut sudut pandang keberadaban manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa
Allah sangat mengistimewakan manusia daripada makhluk lainnya.

Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada ummatnya, agar senantiasa
menjaga pandangan dan kemaluannya dengan cara menikah bagi yang mampu
dan berpuasa bagi yang belum mampu, hal tersebut dinyatakan di dalam sebuah
Hadits:

Saxs Gy :V,ijw&\gﬁa—&\jjﬁgjﬁjé—w&\@p)—bﬂ:ﬁ;éﬁg&\g\;},&a

2% 0020 2 § o ERATP. - 55 I, A o a2l 20l 020 2(flze g .4,
i\.c.l:/w 8/4.’;.‘.\:5 e U’Aj ,CJAL/S :j"'a-""j ,{@Q UAG\ 3.:\;9 ’C}Jw °9L1M ;&.‘vg t\.blm\ gﬁ ,\:)LAMA-S\
ele 33 @, 46 saslall

Dari ‘Abdillah bin Mas ‘id, telah bersabda Rasulullah kepada kami: “Wahali para
pemuda! Barangsiapa sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia
menikah! Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi
kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa,
sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelakunya. (Mutafaq ‘alayh)

Hadits tersebut telah cukup menjelaskan nikah dan puasa adalah wasail,
agar ummat Islam tidak sampai masuk ke dalam perbuatan keji dan berdosa.
Maka untuk dapat merealisasikan maqgshid dalam hukum kekeluargaan Islam

yaitu hifdz al-nasb dan juga dengan melihat kondisi Pemohon di Pengadilan

%2 Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalaniy, Bultgh al-Marram min Adillat al-Ahkam (Riyadl: Dar
al-Falq, 1424), 291.
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Agama Karangasem, maka majelis hakim memilih wasilat al-nikédh dengan model
poligami sebsgai solusi agar tidak sampai terjadi perbuatan zina yang terus
menerus, yang mana karena status Pemohon telah mempunyai seorang isteri.

Selain itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon sendiri di
Pengadilan Agama Karangasem, bahwa bila Pemohon tidak mempoligami calon
istri keduanya tersebut atau Termohon tidak mengizinkan Pemohon poligami
maka Termohon khawatir akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat
mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti
persoalan hukum yang salah satunya berakibat pada hilangnya pekerjaan
Pemohon dan akhirnya berimbas pula kepada tidak tercukupinya hak Termohon
yang harus diberikan Pemohon baik lahir maupun batin, apabila yang demikian
terjadi maka jelas Pemohon telah merampas hak-hak Termohon sebagai istrinya
dengan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.®®

Kekhawatiran Termohon tersebut bukanlah hal yang tidak beralasan,
majelis hakim menilai bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan Pemohon
dan calon istri keduanya di luar ikatan perkawinan yang sah, bukan hanya
merusak jalur nasab saja, melainkan juga berdampak negatif bagi Pemohon, calon
istri keduanya dan juga berdampak negatif pada kehidupan sosial yang lebih luas
seperti kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon.**

Dengan kata lain, magshad hifdz al-nasb bisa diwujudkan dengan dua
wasilah, berupa: al-shawm (puasa) dan al-nikah (nikah). Maka dari tahap inilah

dapat dihasilkan perbedaan antara wasilah dan maqgshdd, berupa magashid al-

9 Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 14.
% Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 19.
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khashah yaitu agar diri seseorang tidak sampai terjerumus ke dalam perbuatan
keji, aniaya dan dosa. Sehingga disyariatkan nikah dengan ketentuan-ketentuan
yang telah jelas di dalam Islam, termasuk poligami dapat menghindarkan
seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa seperti, perbuatan keji (zina) dan aniaya
(merampas hak-hak isteri).

3. Tahapan Al-Istigra’

Ketiga, yaitu tahapan al-istigra’. Singkatnya al-istigra’ adalah menarik
kesimpulan dari fenomena dan hukum parsial atau khusus menuju hukum global
atau yang lebih umum. Hukum yang telah jelas dalilnya dalam konteks ini adalah
melakukan praktek nikah poligami dengan sebab takut tidak dapat berlaku adil
dalam memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan-perempuan yatim yang
ingin dinikahinya, yang mana mahar adalah hak yang harus diterima dan
dirasakan oleh perempuan manapun yang akan dinikahi dan nafkah yang harus
diberikan oleh suami kepada perempuan-perempuan yang telah dinikahi, dengan
kata lain apabila takut merampas hak-hak perempuan yatim, maka Allah
memerintahkan agar menikahi perempuan-perempuan lain (yang bukan yatim)
yang baik dan disenangi olehnya. Lantas bagaimana dengan peristiwa seseorang
yang dikabulkan izin poligaminya dengan sebab Pemohon takut jatuh ke dalam
zina yang terus menerus dilakukannya dengan calon isteri kedua Pemohon dan
takut tidak dapat memberikan hak-hak Termohon dengan sebab dikeluarkan dari
tempat kerjanya. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut operasionalisasi masalik

al-‘illah dan analogi pada kasus diturunkannya ayat 3 dari surat al-Nisa’ tersebut:
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya”. (Q.S. Al-Nisa’: 3)%
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Dari Abiy Hurayrah, sesungguhnya Nabi Shallaallah alayh wasallam bersabda :
“Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah
satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak
salah satu betisnya dalam kedaan miring (pincang)”. (HR. Ahmad)
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“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’: 32)%
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Dari lbn Abiy al-Dunya, dari al-Haytsam bin Malik al-Thd’iy, dari Nabi
Shallaallah ‘alayh wasallam bersabda : “Tidak ada dosa yang lebih berat setelah
syirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim
wanita yang tidak halal baginya”.

Secara sekilas dua ayat dan dua Hadits di atas tidak menjelaskan tuntunan

% QS. Al-Nisa’ (4): 3.

% Agama RI, al-Qur’dn, 77.

% Abi ‘Abdillih Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Kairo:
Dar al-Hadits, 1995), 1462.

% QS. Al-Isra’ (15): 32.

% Agama RI, al-Qur’dn, 285.

100 Zayn al-Din Muhammad al-Hadadiy al-Manawiy al-Qahiriy, Faydl al-Qadir Syarh al-Jami’ al-
Shaghir (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1990), 479.
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praktek pernikahan poligami disebabkan takut terjatuh kepada perbuatan zina dan,
namun, dari beberapa dalil di atas menyebutkan bahwa praktek pernikahan
poligami mempunyai ‘illah kondisi takut tidak dapat berlaku adil di dalam
memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan-perempuan yatim, selanjutnya
dipertegas oleh Rasulullah di dalam sabdanya mengenai ancaman kepada suami
yang tidak bisa adil kepada isteri-isteri yang telah dinikahinya, dengan ancaman
datang pada hari kiamat dengan keadaan pincang. Ancaman seperti ini
mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori al-kabair
(dosa-dosa besar), mengapa bisa demikian?.

‘Ali al-Shablniy mengategorikan para perempuan dan anak-anak yatim ,
sebagai mustad/ ‘afin, yang mana selanjutnya ‘Ali al-Shablniy di dalam shafwat
al-tafasir memperjelas dan mempertegas, siapapun yang berbuat aniaya terhadap
golongan yang lemah (mustadl ‘afin), maka dosa besar (dzanb ‘adhim) banginya di
sisi Allah, oleh sebab itulah Allah mengarahkan agar menikahi perempuan-
perempuan baik lainnya yang disenangi, selain perempuan yatim.

Maka menjadi penting pembacaan terhadap realitas sosial, karena dapat
menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan figh merupakan
suatu keniscayaan. ‘Ali Jum‘ah mengatakan bahwa teks-teks agama terbatas dan
sudah berhenti, sementara kejadian dan kondisi masyarakat terus berubah dan
berkembang dengan berbagai permasalahannya.'? Termasuk poligami yang awal
kasusnya disebabkan karena takut tidak dapat berlaku adil di dalam memberikan

mahar dan nafkah kepada perempuan-perempuan yatim, kemudian berkembang

101 < Ali al-Shablniy, Shafwah al-Tafasir (Kairo: Dar al-Shablniy, 1997), 75.
102 < Ali Jum‘ah, Tarikh Ush(l al-Figh (Kairo: Dar al-Makhtm, 2015), 102.
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kasusnya menjadi melakukan praktek pernikahan poligami disebabkan karena
takut terjatuh ke lubang perzinaan secara terus menerus.

Di sinilah letak memulai untuk menganalogikan malakukan perbuatan zina
dengan merampas hak-hak perempuan vyatim dari segi status hukum
dibolehkannya melakukan pernikahan poligami. Pertama yang perlu diketahui
bahwa kasus dibolehkannya poligami pada surat al-Nisa’ ayat 3 adalah karena
takut merampas hak-hak perempuan yatim, sehingga inilah yang kemudian
statusnya sebagai kasus induk (ashl), karena ketetapannya ada dalam surat al-
Nisa’ ayat 3. Sedangkan takut melakukan perbuatan zina merupakan kasus cabang
(far) yang tidak ada kejelasan ketetapannya di dalam surat al-Nisd’ ayat 3
sehingga perlu dicarikan penetapan hukumnya, dan bolehnya melakukan
pernikahan poligami merupakan hukm ashl yang ditetapkan dalam al-nushdsh,
baik dalam surat al-Nisa’ ayat 3 maupun Hadits-hadits yang berkaitan dengan
poligami. Unsur dhalim adalah ‘illah yang mempersatukan takut merampas hak-
hak perempuan vyatim dan takut melakukan perbuatan zina, sehingga
menunjukkan atas hukum yang sama, yaitu boleh melakukan pernikahan poligami
dengan beralasan takut terjatuh ke dalam dua perbuatan tersebut.

Masalik al- illah pada konteks ini adalah dimulai dari kasus yang menjadi
far’, yang mana kondisi takut terjatuh ke dalam perbuatan zina adalah kondisi

takut untuk berbuat dhalim, ini dipahami dari Hadits di atas bahwa Rasulullah

menyebut perbuatan zina dengan sebutan: (fJ :}4 P o QL > Gxos ula’ )

yaitu seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang

tidak halal baginya. Sehingga perlu disimak pernyataan Ibn MandhQr ketika
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mendefinisikan dhalim (al-dhulm) dengan definisi:
“Dhalim: Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya”.

Sama halnya, dengan kasus yang menjadi ashl, bahwa kondisi takut tidak
dapat berlaku adil dalam pemberian mahar dan nafkah terhadap perempuan-
perempuan yatim adalah kondisi takut untuk berbuat dhalim, karena mahar
merupakan hak perempuan dalam pernikahan, begitu pula dengan nafkah
merupakan kewajiban bagi suami dan hak bagi seorang isteri. Singkat kata, jika
terjadi perbuatan demikian, maka bisa dikategorikan masuk ke dalam kategori
perampasan hak-hak perempuan, sedangkan merampas hak-hak perempuan adalah
wujud dari meninggalkan kewajiban sebagai seorang laki-laki, dalam konteks ini

ketika menjadi suami dan isteri. Karenanya Ibn ‘Utsaymin mengatakan:
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“Ketahuilah bahwa dhalim itu adalah bersikap kurang ... Adapun bersikap
kurang itu bisa jadi berupa melalaikan apa yang diwajibkan baginya”.

Sebenarnya Ibn ‘Asyir di dalam tafsirnya telah mengutip ungkapan
Mujahid:  “bahwa apabila kalian semua takut berbuat Sewenang-wenang
terhadap harta perempuan-perempuan yatim, maka takutlah juga terhadap zina,
karena tujuan diturunkannya ayat 3 surat al-Nisd’ adalah untuk menghindari

Jami’ al-matsim (seluruh dosa-dosa) yang membawa mafsadah lebih besar” 1%

108 Jamal al-Din bin Mandhar al-Anshariy al-Ifrigiy, Lisan al-‘Arab (Beir(t: Dar Shadir, 1414),
373,

104 Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-Utsaymin, Syarh Riyadl al-Shalihin (Riyadl: Dar al-
Wathan li al-Nasyr, 1426), 486.

105 Thn “ Asyfr, al-Tahrir, 224.
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Karenanya pernikahan poligami adalah solusi sebagai bentuk pencegahan
agar tidak sampai jatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, inilah yang kemudian
menurut pandangan ‘Ikrimah yang dikutip oleh Ibn ‘Asytr di dalam tafsirnya
mengatakan bahwa ayat 3 dari surat al-Nis&’ ini adalah dalil disyariatkannya
adanya sadd al-dzard 'i.*%

Atas pemahaman seperti itulah, Ibn ‘AsyGr di dalam tafsirnya
berkesimpulan bahwa di dalam praktek pernikahan poligami yang dijalankan
dengan keadilan, akan membawa kebaikan yang melimpah, lebih jelasnya berikut
ungkapannya:
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Ibn ‘Asyir meyaklnl bahwa Allah telah mensyariatkan poligami agar

ﬁi\

dapat dijalankan dengan asas keadilan, karena jika asas keadilan menyertai dalam
praktik poligami maka beberapa kebaikan yang melimpah di antaranya: poligami
sebagai perantara membantu memperbanyak jumlah ummat Islam, karena jumlah
perempuan lebih banyak daripada laki-laki, maka poligami bisa membantu
perempuan-perempuan yang potensial tidak kebagian suami bisa mempunyai

suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, karena banyaknya laki-laki yang menjadi

106 Tbn < Asyir, al-Tahrir, 224.
197 Ibn < Asyir, al-Tahrir, 227.
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korban perang. Terlebih, usia perempuan mayoritas lebih panjang daripada usia
laki-laki, dan juga karena Allah telah mengharamkan zina maka dengan adanya
kebolehan berpoligami ini akan dapat ikut menahan pertumbuhan perzinaan yang
menyebabkan kerusakan pada akhlak, nasab, dan keutuhan keluarga. Poligami
dalam pandangan Ibn ‘Asydr sebagai jembatan untuk meminimalisir terjadinya
perceraian di masyarakat, kecuali perceraian sebagai jalan terakhir untuk
mendapatkan kemashlahatan atau karena terdesak.

Dari penjelasan tersebut mengingatkan penulis dengan sebuah kaidah yang
berbunyi al-‘ibrah bi ‘umim al-lafdh 1& bi khushdsh al-sabab, yang mana
keberlakuan nash al-Qur’an tersebut tidak hanya terbatas pada kasus yang
disebutkan di dalamnya, melainkan berlaku sesuai keumuman lafadz di dalamnya.

Dengan kata lain, di sinilah dipahami bahwa dikabulkannya permohonan
izin poligami di Pengadilan Agama Karangasem bukanlah bertujuan untuk
menghalalkan perzinaan, melainkan karena terdapat pertimbangan unsur
perlindungan untuk setiap individu, dalam hal ini yang dimaksud setiap individu
adalah calon isteri kedua Pemohon dan anak yang sedang dikandungnya agar
dijamin hak hidupnya dari segala sesuatu yang mengancam hidup dan
keselamatannya, selain itu juga agar setiap individu tersebut mendapatkan
kepastian hukum dari negara.

Tidak berhenti di situ majelis hakim mempertimbangkan apabila Pemohon
nantinya tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung
dan kelak akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara

menikahinya dengan pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum



81

negara, maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan keluarga
besarnya di hadapan masyarakat luas. Persoalan ini pada akhirnya akan memicu
tuntutan keluarga besar calon istri kedua Pemohon baik secara hukum atau di luar
hukum selama belum dinikahi oleh Pemohon. Kondisi ini tentu akan berakibat
buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebelumnya
rukun dan damai menjadi goncang dan tidak harmonis. Perimbangan majelis
hakim dalam hal ini mengacu kepada tindakan sadd al-dzard’i “ yang orientasinya
berhubungan erat dengan kemashlahatan kolektif atau keumuman ummat,
sehingga dengan ini pertimbangan yang diambil tidaklah semata-mata berhenti
pada kemashlatan individual saja.

Sebenarnya dalam pertimbangan terpenting majelis hakim mengabulkan
permohonan izin poligami adalah pertimbangan keadilan. Adil dalam poligami
dalam pemahaman Ibn ‘Asydr sendiri adalah bersifat materi'® yang bisa dilihat
indikasinya dengan adanya kemampuan memberi nafkah oleh Pemohon kepada
isteri-isterinya dan anak-anaknya bukan yang bersifat non-materi yang sulit untuk
diimplementasikan. Maka dengan dilampirkannya bukti lampiran surat
penghasilan Pemohon setiap bulannya, dinilai oleh majelis hakim telah cukup
sebagai bukti untuk dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri ataupun anak-anaknya
nanti. Namun, sebagai bentuk iktiyath majelis hakim Pengadilan Agama
Karngasem dalam menentukan adil atau tidaknya, maka perlu adanya tambahan
indikasi-indikasi lainnya yang sifatnya non-materi, maka diambilah persangkaan

majelis hakim dari penuturan Termohon dan Saksi | (Pertama) pada

108 1bn < Asyir, al-Tahrir, 227.
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persidangan.1%°

Posisi penentuan adil atau tidaknya Pemohon merupakan poin penting
dalam menentukan dikabulkannya permohonan izin poligami dalam persidangan
di Pengadilan Agama, karena kesanggupan berbuat adil dalam poligami
merupakan kewajiban bagi Pemohon yang implikasinya jika tidak terpenuhi
kriteria adil pada Pemohon, maka poligami yang dilakukan akan berpotensi besar
membawa pelakunya kepada perbuatan dhalim yang masuk ke dalam kategori
dosa besar. Dapat kata lain, bahwa tujuan dibolehkannya pernikahan poligami
yang sebenarnya adalah untuk pencegahan seseorang agar tidak sampai terjatuh ke
dalam perbuatan dhalim yang dapat merusak ketahanan ikatan pernikahan,
keluarga, dan juga masyarakat, di samping itu berpotensi berdosa besar di sisi
Allah. Inilah tingkatan magshdd yang pasti yang diperoleh dari tahapan al-istigra’
(induksi) dari beberapa nash di dalam al-Qur’an maupun Hadits. Maka dengan
melihat pertimbangan majelis hakim tersebut, dapat dikatakan telah sesuai dengan
pandangan Ibn ‘Asytir dalam magashid al- ‘@gmmah praktek pernikahan poligami

di dalam Islam.

109 pytusan Nomor: 1/Pdt.G/2018/PA.Kras, h. 20
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Agar lebih dapat memahamkan mengenai analisis maqgashid al-syari‘ah
lon Asy(r terhadap putusan hakim Pengadilan Karangasem tentang pengabulan

permohonan izin poligami, bisa dilihat pada skema atau tabel berikut ini:

Tabel 11

Analisis magashid al-syari‘ah 1bn AsyQr terhadap putusan hakim

Maqashid al-Syari‘ah.

Magashid al- ‘Ammah: berpoligami untuk
menjaga Keteraturan tatanan masyarakat.

Magashid al-Khasshah:
berpoligami agar menjaga tali
nasab.

Maqashid al-Khitabiyyah:
berpoligami agar tidak
terjatuh ke dalam perbuatan
dosa.

Selanjutnya analisis di atas dirasa belum cukup karena Ibn ‘Asyfr

mensyaratkan bahwa hukum tersebut harus sesuai dengan mashlahah dan fithrah.
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4. Kesesuaian antara Al-Magam, Al-Tamyiz bayna Al-Wasail wa Al-
Magéshid, Al-Istigrda’ dengan Mashlahah dan Fithrah

Konsep mashlahah yang diusung oleh Ibn ‘Asyir di dalam magashid al-
syari‘ah al-isl@miyyah-nya digunakan oleh penulis untuk melihat apakah
pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem telah sesuai
dengan mashlahah atau tidak, maka dalam konteks ini yang digunakan penulis
adalah analisis mashlahah yang ditinjau dari segi hubungannya dengan ummat
secara umum, kelompok (mujtama’), dan individu (fard) yang terbagi menjadi dua
yaitu, mashlahat al-kulliyah dan mashlahat al-juz’iyyah. Dalam pembicaraan
konteks pertimbangan hukum majelis Pengadilan Agama Karangasem pada
perkara tersebut, pengabulan permohonan izin poligami tidak diragukan lagi
manfaatnya, berupa mencegah Pemohon untuk terus terjatuh pada lobang
perzinaan, menjaga nama baik masing-masing keluarga, mendapatkan kepastian
hukum, dan tentunya masih banyak lagi.

Selain itu, poligami adalah sarana untuk memperbanyak sekaligus
memperkuat ummat Islam pada era sekarang, adanya pengabulan permohonan
izin poligami juga merupakan sebuah jawaban atas banyaknya problema keluarga
dan masyarakat seperti, mencegah kerusakan tatanan masyarakat yang disebabkan
kerusakan moral anggota keluarga, kemudian dalam wujudnya apabila poligami
dilakukan dengan keadilan dan prosedural yang tepat, maka akan dapat mencegah
mewabahnya virus HIV/AIDS yang disebabkan karena perzinaan, dan juga
memecahkan problema perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang

mayoritas dimulai dengan adanya perselingkuhan pada suami atau isteri. Hal ini
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diperkuat dengan adanya data rekapitulasi faktor-faktor penyebab terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung
Indonesia tahun 2017, sebagaimana yang dikutip dalam laman hukum
online.com*, yang mana di dalam rekapan tersebut menyebutkan bahwa faktor
utama seseorang melakukan perceraian adalah faktor perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus.

Merujuk data tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian.
Pertama, zina dengan 1.896 perkara. Kedua, mabuk dengan jumlah 4.264 perkara.
Ketiga, madat dengan jumlah 1.189 perkara. Keempat, judi dengan jumlah 2.179
perkara. Kelima, meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 70.958 perkara.
Keenam, dihukum penjara dengan jumlah 4.898 perkara. Ketujuh, poligami
dengan jumlah 1.697 perkara. Kedelapan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
dengan jumlah 8.453 perkara. Kesembilan, cacat badan sebanyak 432 perkara.
Kesepuluh, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 152.575
perkara. Kesebelas, kawin paksa sebanyak 1.976 perkara. Kedua belas, murtad
sebanyak 600 perkara. Ketiga belas, ekonomi sebanyak 105.266 perkara. Keempat

belas, lain lain sebanyak 7.799 perkara.!!

Dari data faktor penyebab perceraian tahun 2017 di Pengadilan Agama

seluruh Indonesia terlihat bahwa lebih didominasi dengan faktor perselisihan dan

10 jhat: https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-
dominasi-penyebabnya/ diakses pada 1 Januari 2020.
11| ihat: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f0923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-
dominasi-penyebabnya/ diakses pada 1 Januari 2020.
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pertengkaran yang terus menerus. Sedangkan jika dikaitkan dengan perkara di
Pengadilan Agama Karangasem ini, hubungan di luar ikatan perkawinan yang
dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon
dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Apabila
hal ini terus dilakukan kembali tanpa adanya ikatan perkawinan maka semakin
lama akan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon atau dengan kata lain akan mengundang perselisihan dan pertengkaran
di dalamnya. Maka dengan adanya data tersebut, dapat dipahami bahwa
pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem telah merealisasikan
mashlahat baik secara kulliyah kepada masyarakat secara umum dan ummat Islam
khususnya, dengan menutup celah kerusakan sosial. Maupun juz’iyyah bagi
keluarga besar Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua dengan tertutupnya
celah perselisihan dan pertengkaran yang berimbas pada terputusnya tali

perkawinan.

Inilah yang kemudian menurut Penulis harus dipahami bersama bahwa
hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi
lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut
sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan, berupa: kemashlahatan-keadilan.
Tidak mengherankan apabila wajah hukum positif maupun Islam di Indonesia
selama ini nampak dingin atau kurang menunjukkan engagement terhadap

kepentingan masyarakat manusia atau keadilan sosial.
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Selanjutnya dalam hal pengabulan permohonan izin poligami ini, majelis
hakim mendengarkan dan tidak membeda-bedakan keterangan para pihak yang
bersangkutan, hal ini karena berpegang pada salahsatu asas hukum acara perdata
yang berbunyi, audiatur et altera pars atau eines mannes rede ist keines mannes
rede (harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya terjadinya peristiwa
hukum dari kedua belah pihak) adalah majelis hakim Pengadilan Agama
Karangasem dalam persidangan sebelum memberikan sebuah keputusan terhadap
perkara yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim harus mendapatkan
keterangan-keterangan yang sebenarnya dari kedua belah pihak, dan memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan-keterangan
tersebut, maksud dalam hal ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, inilah yang
kemudian dalam bahasa Ibn ‘Asyir telah sesuai dengan nilai al-musawah dan al-

hurriyah.

Kemudian ketika memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan
oleh para pihak, yang didapatkan belum bisa memberikan gambaran tentang
duduk perkara yang sebenarnya dalam pandangan majelis, maka majelis hakim
karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang sedang
berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan
menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum, di sinilah terealisasikan nilai

al-samahah dalam pandangan Ibn ‘Asyiir.
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Ibn “Asyir menambahkan bahwa selain indikator-indikator nilai tersebut,
untuk menunjukkan suatu perbuatan tersebut sesuai dengan fithrah adalah seluruh
perbuatan dapat diterima dan disukai oleh akal sehat, sebaliknya jika tidak dapat
diterima dan disukai oleh akal sehat, maka perbuatan tersebut telah melenceng
jauh dari fithrah. Sedangkan kita ketahui bersama dengan dikabulkannya
permohonan izin poligami terhadap Pemohon, secara akal sehat adalah agar
Pemohon dan calon isteri kedua tidak secara terus menerus berhubungan badan
tanpa adanya ikatan suci pernikahan yang sah layaknya kebutuhan biologis hewan
atau mahluk hidup lainnya, di sinilah poinnya agar Pemohon dan calon isteri
kedua bisa melakukan semua hal itu sesuai dengan tuntunan agama Islam dan
hak-hak setiap pihak dapat dinaungi oleh payung hukum yang berlaku di
Indonesia, maka dikabulkanlah permohonan izin poligami tersebut. Maka jelaslah,
dengan dikabulkannya permohonan izin poligami adalah untuk mewujudkan ruh
ihsan dan ma 'rif dalam sebuah hubungan atau ikatan perkawinan antara Pemohon

dan Termohon, juga antara Pemohon dan calon isteri keduanya nantinya.
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Agar lebih dapat memahamkan mengenai kesesuaian antara al-magam, al-

tamyiz bayna al-wasail wa al-magéshid, al-istigrd’ dengan mashalah dan fithrah,

bisa dilihat pada skema atau tabel berikut ini:

Tabel 111

Kesesuaian antara al-magam, al-tamyiz bayna al-wasail wa al-magéshid, al-

istigra’ dengan mashalah dan fithrah
r j r - - - ‘
Fithrah: pernikahan sebagai media Al-Magam: pernikahan poligami
untuk memenuhi kebutuhan untuk terhidar dari perbuatan dosa.
biologis setiap individu.

<

< Al-Tamyiz bayna Al-Wasail wa Al-
Magashid: pernikahan poligami
(wasilah) dan hifdz al-nasb
-Mashlahah juz iyyah : menutup Sriegaloe

4 N A
pesellsinen e e Al-Istigra’: menjaga tatanan keluarga
dalam hubungan keluarga.

\ ) dan masyarakat.

A

Dengan ini terlihat bahwa seluruh pertimbangan yang diambil oleh majelis

-Mashlahah kulliyah : menutup
celah kerusakan sosial.

hakim Pengadilan Agama Karangasem tidaklah lepas dari pertimbangan magéshid
al-syari’ah. Namun yang perlu digaris bawahi ketentuan legal-formal-tekstual
yang sah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya,
haruslah tetap menjadi acuan bertindak majelis hakim dalam memutuskan sebuah
perkara. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya

bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita
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mashlahat-keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Harmonisasi
antara teks hukum dan ruh keadilan sebagaimana dikonsepsikan dalam teori
magashid al-syari’ah di atas perlu dikembangkan oleh majelis Hakim Pengadilan
Agama di manapun dan kapanpun, baik dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di pengadilan, sehingga nantinya produk putusannya akan
selalu relevan, kontekstual dengan semangat zaman, berpijak pada nilai-nilai
maslahat (keadilan sosial) dan yang pada akhirnya kerinduan masyarakat akan
putusan yang selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan maslahat bisa menjadi

kenyataan.



BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka

dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam mengabulkan
permohonan izin poligami banyak melalui beberapa pertimbangan dan
penilaian, di antaranya adanya penilaian bahwa apabila Pemohon tidak
memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan kelak

akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara menikahinya
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yang sah maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua Pemohon dan
keluarga besarnya di hadapan masyarakat. Kondisi ini tentu akan berakibat
buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
sebelumnya rukun dan damai menjadi goncang dan tidak harmonis. Selain itu
dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada, majelis hakim menilai bahwa
syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan baik yang bersifat
fakultatif maupun kumulatif bagi seorang suami yang ingin berpoligami telah

terbukti dapat dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara ini.

Hasil dari analisis magashid al-syari‘ah Ibn ‘Asyir terhadap putusan hakim
Pengadilan Agama Karngasem adalah melalui beberapa tahap agar diketahui
selaras atau tidak isi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dengan
maqashid al-syari‘ah Tbn ‘Asyir , yaitu tahap pertama berupa magam al-
khithab yang menghasilkan magashid al-khitbiyyah berupa pembolehan
melakukan praktek poligami dengan alasan mencegah terjadinya perbuatan
dosa. Inilah yang kemudian kita pahami bersama bahwa alasan majelis hakim
mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, karena hubungan
biologis di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan
calon istrinya telah menjadi candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya
untuk mengulangi kembali perbuatan tersebut. Atas dasar itu, maka izin
poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas dinilai
majelis hakim merupakan solusi untuk terhindar dari melakukan dosa yang
terus menerus, yang dampaknya bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan bagi

rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua
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Pemohon. Dari sinilah kita ketahui pandangan Ibn ‘Asyir terhadap magashid
al-khitbiyyah pada surat al-Nisd’ ayat 3 dalam pertimbangkan hukum
majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem, sesungguhnya telah sesuai
dan direalisasikan dengan baik. Tahap selanjutnya, magshdd hifdz al-nash
bisa diwujudkan dengan dua wasilah, berupa: al-shawm (puasa) dan al-nikéah
(nikah). Maka dari tahap inilah dapat dihasilkan perbedaan antara wasilah dan
maqgshad, sehingga dapat menghasilkan magashid al-khashah yaitu agar diri
seseorang yang telah memiliki istri tidak sampai terjerumus ke dalam
perbuatan tercela adalah dengan sarana poligami. Dapat dikatakan, bahwa
maqgashid al-‘@mmah dibolehkannya pernikahan poligami yang sebenarnya
adalah untuk pencegahan seseorang agar tidak sampai terjatuh ke dalam
perbuatan dhalim yang dapat merusak ketahanan ikatan pernikahan, keluarga,
dan juga masyarakat, di samping itu juga berpotensi berdosa besar di sisi
Allah.
D. Saran
Melihat hasil penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama
Karangasem dengan nomor register 01/Pdt.G/2018/PA.Kras, di sini perlu penulis
memberikan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini, di antaranya:
1. Bagi setiap suami yang berkeinginan untuk berpoligami, agar dipahami
betul persyaratan kumulatif maupun alternatif dalm prosedur berpoligami
di Indonesia dan tidak serta merta membuat alasan di luar rteks yang

tertulis di perundang-undangan dan peraturan yang ada.
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2. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem dan majelis hakim di
Pengadilan Agama manapun tempatnya ketika mengkualifisir antara fakta-
fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan
perundang-undangan agar lebih jeli dan tidak melepaskan nilai hukum
yang terkandung, begitu juga magéshid al-syari‘ah sebagai metode
interpretasi teks hukum.

3. Kewajiban dipenuhi seluruh persyaratan sudah barang tentu, wajib
dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim di dalam putusan mengenai
perkara permohonann izin poligami. Seharusnya majelis hakim tidak serta
mengabaikan pertimbangan berdasar pada syarat alternatif dan kumulatif
yang secara tekstual telah sangat jelas disebutkan di dalam peraturan

perundang-undangan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Yuridiksi Mahkamah Syra’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia Tahun 2017

U foe P 1 [ 3| u | s7 | s;a | 18 1 | 12 | 3siz | s B 567 97 | saiee
2 | Medan s | a0 27 | 978 |3785| 199 | 282 | 2 | 2870 | 122 | 1 | 2088 | 25 | 10837
3 | padang 2 | 13| 9 | as [ 1383 | 15 | 10 [ 198 | 2 | a4es | a4 7 575 0 6,78
4 | Pakanbaru 1 | ama | 22 [ 131 | 1520 | so [ 31 [ 32 |23 | ss73 | 9 | 25| 1e0e | o | sav
s | sambl 13 | a0 | 28 | 32 | e85 [ 22 | 20 | 5| 7 | 2207 | 2 a as2 0 as70
& | Patembang 19 | n7 | s2 | ss | 2078 | s3 150 | 8 | s78 | s | 11| eos o | sos7
7 | Bangka Beitung 1 3 1 2 280 | 18 a1 | 1 | e 1 2 278 o | 208
8 | Benghulu 2 3 1 6 saa | 10 | o | 1s | 2 | 188 | 8 2 202 o | 270
9 | Bandartampung | 44 | 17a | 20 | 213 | 13se | o5 | 17 | 173 | s6 | aa3s | 2se | 10 | 2785 | o | soee
10 | Jokarta sa | o | o | ; | 2085 | 11 | 18 |43 | a | 388 | 15 | 8 | 2447 | a7 | 10188
11 | Banten 5 218 79 151 2,755 69 214 6857 3 4,622 7 21 2,136 o 10,932
12 | Bandung 192 | 220 | 84 | 153 | 10073 | 78 | 557 | s62 | 12 | 23918 | 380 | am1 | 33716 |eM17 | 75204
13 | Semarang /03 3z 70 171 22,219 4 as 395 63 23,568 3s8 78 20,597 1,030 69,381
14 | Yogyakorta 57 13 o 2 1,384 q 2 116 12 2,731 pL) 13 665 o 5.013
15 | Surabaya 922 | 760 | 293 | 287 | 14059 | 4a0 | 71 | 14es | ss | 33322 | sss | 135 | ;nese | 33 | eao7e
16 | Pontianak 7 | s8 | 6 | a2 | a7 | 25 | ;1 [ 11| 7 | 2432 | & | 18| sse 0 2169
17 | palsngkeraya s | 3a | 12 | 2a | sa7 | 12 | 12 [ 0 | 3 | 1758 [ 2 | 20| asr o 2.677
18 | Banjermasin 7 | 292 | 38 | 70 | 218 | ea | 82 | 78 | 10 | ase2 | 13 | @ 869 o 5.812
19 | Samarinda 7 | 60 | 83 | 32 | 1698 | 83 | @2 | 15 [ & | 393 | 23 |20 | s a | 6977
20 | Manado s | o | 2 1 160 2 1 | 2a| 2|2 | o |2 a0 s | 1318
21 Goromalo 108 191 o 12 255 q 29 129 2 931 q q a0 o 1.659
22 | Palu a).s3 | s | 3a | iees 8 9 | 2 | 2879 | 12 | 19 o8 83 | 277
23 | Xendari 2 |1as | 3 | 22 | aea a o | 19s | a | 1173 3 2 278 0 2,276
20 | Makassar 10 | as2 | 12 | 232 | 2669 | 36 | 129 | ;s [ e8 | 7am | me | 28 | 1080 | o | 127m:
25 | Motaram s |a7a | 21 | 202 | 2337 | 2a | 102 | s00 | s | 2228 | a6 | @ 883 o | &7%0
26 | Kupang 0 2 o 2 1a0 0 3 s | a | s 0 2 8 0 344
27 | Ambon 1 | 22 | o 6 73 1 | 1 o | s:m 0 3 5 0 a77
28 | Motuku Utara 1 | sa | o | 78 | 138 o 7 o | aos 1 0 0 934
29 | Jayapura s | 12| 1 s 308 s 9 | 27 | s | 9so 1 | 1. 7 o | 1ase
Sumiah 1896 | 4295 | 1189 | 2179 | 70.958 | 498 | 1697 | 8,453 | a3z | 19257 | 1976 | 600 | 105266 | 7.799 | 36a16a

Sumber data: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung
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Data Pribadi
Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin

Alamat

Alamat Sekarang

E-mail

Pendidikan Formal

e 2004-2010
e 2010-2013
e 2013-2016

Pengalaman Organisasi

2011-2012
2011-2012
2014-2015
2014-2015
2016-2017
2016-2019
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
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